
BUPATI KENDAL,. 
a. bahwa dalam rangka mendukung pc-lak sanaan 

penyederhanaan birokrasi yang optimal di lingkungan 
Pemcrintah Daer-ah Kabupaten Kendal sehingga dapat 
mewujudkan tata kelola pemerimahan yang efekrif dan 
elisien guna rnerungkatkan kinerja pemerint.ihan dun 
pelayanan publik sesuai Pcraturan Mcntel'i Penduvagunaun 
Aparatur Negara don Rcformasi Birokrasr Nomor 25 Tuhun 
202 l ientang Penyederhe naan Struktur Orgarnsesr p,,td<t 
Insransi Pemeriruah unLuk Penyedcrhanean Blrokraai 
maka, Peraruran Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2Ulh 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas cl~111 

Fungsl, serta Tata Kerja pada Dinas Pekcrjaan Umum dan 
Penaiaan Ru:;mg Kabupatcn Kendal scbaaaim.ma tC'l..\h 
diubah beberapa kali rerakhir dengan Peraruran Bupau 
Kendal Nomor I ()2 Tahun 2020 ten tang Perubahan Kedua 
atas Peraturan 13UpBti Kendal Nomor 62 Tahun 2010 
iemang Kedudukan, susunan Organisasr, Tugas dan 
Pungs.i, serta Tata Kerja pada Dinas Pekcrjaan Umum dau 
Penaraan Ruang Kabupaten Kendal sudah tidak :ic::.uui 
dengan kondisi sekarang, sehingga perlu d1< abut dan 
diganu: 

b. babwa berdasarkan perrimbangan sebagairnana dimaksud 
daJam huruf a, maka perlu rnenetapkan Pcraturun Bupuu 
rentang Kcdudukan, Susunan Orgertisaai , Tugas dun 
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penarnan Ruang l'\Abupaten Kendal: 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 lentan~ 
Pembenrukan Daerah-daera h Kabupaten dalarn L, ngk u n11.a11 
Propinsi Djawa Tengan sebagaimane telah diubah dcngan 

6 

DENGAN RAH MAJ' TU HAN YANG MAHA ESA 

Mcngingai 

Menimbang 

KE:DUDUl<AN, SUSUNAN OR(1ANISASI, TUGAS DAN FUNGSI. SERTA TATA 
KERJA PADA DINi\S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN l{E;NDAL 

TENTANG 

PROVINS! JAWA TENOAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR SOTAHUN 2021 

BUPATI KENDAL 

SALi NA~ 



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 teruang 
Pembentukan Daerab Tingkat JI Batang dengan menguoah 
Undang·Undang Nomor 13 Tahun 1950 teruang 
Pembentukan Daerab-daerah Kabuparen Dalam 
Lingkungan Propinsi .Jawa Tengah [Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun l 965 Nomor 52, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republil< Indonesia Nemer 2757)~ 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tnhun 2014 reruang Apararur 
Sipil Negara [Lernbaran Negara Republik tndonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbttran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang ... Undang Nomor 23 Tahun .lOJ-1 LL'nUH\g 

Pernermtahan Daerah [Lcrnbaran Negara Rcpublik 
Indonesia 'Tahun 2014 Nomor 244, Tamhahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana tela h 
diubah beberapa kali terakhir dengan tlndang-Undang 
Nomor l l Tahun .2020 tcrnang Cipta Kerja (l..cn,baran 
Negara Rcpublik Indonesia Tanun 2020 Nomor 24:i., 
'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomvr 
0573); 

4. Peraturan Perneriruah Nornor 32 Tahuu 1950 tenrang 
Penetapen M ulai Berlakunya U ndang- Undang 1050 Nomor 
12, 13, 14. dan 15 dari hal Pernbentukan Daerah-dacrah 
Kabupaten di .Jawa Timur}Tcngah/Barat dan Dacrah 
l stimewa Yogyakarta; 

5. Peraruran Pcmerintah Nomor 16 Tahun 1970 teruaug 
perluasan Kornmadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 197(> Nomor 
25, Tambahan Lcmbararr Negara Republik lndoncsra Nomor 
3079); 

6. Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 20lb ieruang 
Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik lndoncsia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbaharr Lernbarun Negaru 
Republik Indonesia Nornor 5887) sebagaimana Lelah diubah 
dcngan Peraruran Pcrnerintah Nomor 72 Tahun 2019 
teni.ang Perubahan Ams Perat ur'an Pernermtah NfHnor 18 
Tahun 2016 teruang Perangkar Daerah (Lernbar.in N<.:gar; 1 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor l87. Turnb .. .d1,111 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402:); 

7. PetaLu1·:0.11 Pemcrintah Nomor l 1 Tahun 20 l 7 temang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraiuran Pemcrintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tcntang Perubahan AtH~ Peraturun 
Pcmcriruah Nomor I I Tahun 2017 tentang Manajernen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik f nduru-sia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lcrnbaran Nc~hnl 
Republik Indonesia Nomor 64 77); 



Sekrelari$ Daersrh h.abttpaLcn 4. Sekrc~aris Decreh o.dalah 
Kendal. 

Paeal l 
Dalam Peraturan Bupati ini y~ng dirnaksud dengan , 

I. Daerah adalah Kabupaten Kenda). 
2. Peruerintah nacrah adalah Bupau scbagai unsur 

penyelenggara Perneriruahan Daeruh y;;ng mcruirnpin 
petaksanaan urusan pemerintahan vana menjadr 
kewenangan daerah oionom. 

3 Bupati adalah Bupat i Kendat. 

BAB I 
KIITE:NTU1\N UMUM 

PGR/\TURAN BUPATI TENTANO KEDUDUK/\N. SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI. SE:RTA TATA KER.JA 
PADA DlNAS PEKEl~JAAN UMUM DAN PE:NATAAN RUANG 
l<ABUPATE:N KENDAi,. 

MEMUTUSKAN: 

8. Peraruran Mcnteri Pendayagunaan Apararur N('gara dt111 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 202 l 1t11Lan!( 
Penyetaraan .Jabaian Admimerrasr kc dulam Jabaut.ti 
Fungsional (Serita Ncgari:i Rcpub!ik Indonesia Tahun 2()21 

Nomor 525); 
9. per-acuran Menteri Pendavagunaan Aparatur N,~gar:1 dan 

Reformasi Birokrasi Nnrnor 25 Tahun 202 I tcntang 
Penyedcrhaan Strukrur Organisasl Pada lns1.1nsi 
Pemerintah Unt uk Penyederhanaan Birokr-asi tBerita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5461; 

LO. Peraturan Daerah Kabupatert Kendal Nomor 6 'l'nhun 20l6 
tcntang Urusan Pemeriruahart yang Menjadi K.:.'went,ngan 
pernerlntahan Daerah Kabupaten Kendal (Lernbaran dacrah 
Kabupaten Kendal Ta hun 2016 Nomor 6 Serl E: No. 3. 
Tambahan. Lembaran Daerah Kabupaten Kenctal Nomnr 

L57)~ 
l l. Peraruran Daerab Kabupateu Kendal Noruor 8 Tahun 2Ulh 

tentang Pernbentukan dan Susunan Perangk.u D(1 .... rah 
Kabupatcn Kendal (l.cmbaran daerah Kabupau-n l'\<'ndtil 
Tahun 2016 Nomor 8 Sen D No. 1, Tambaba n t.ernbarau 
Daerah Kabupaten l<endal Nomor 15()} sebagairnana iclah 
diubah beberapa kali lerakhir dcngan Peraturan Daerab 
Kabupatcn Kendal Nomor 13 Tahun 202 I tcnraug 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupaLc>11 
Kendal Nomor 8 Ta huu 2016 Te-ntartg Pcmbcru ukau Dao 
Susunan Perangkat Daer-ah Kabupaten Kendal ILembarAn 
Doerah Eabupaten Eendal Tahun 2021 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
219): 

' ' 

Meneiapkan 



(1) Dinas mecupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaa n um um. pt na La An 
ruang, dan pertanahan yang menjadi kcwenangan 
Dae rah. 

Pasal 2 

BAB II 
Ki?:DUDUl<AN, 1'UGAS DAN i>UNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedoduken 

o. Dinas Pekcrjaan Umum dan pcnatean Ruang yang 
selanjutriya disebut Dinas adalah Dmas Pekcrjaan 
U mum dan Pena man Ruang Kaoupaien Kenda I 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dines Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Kendal. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebui ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sip1l dan pcgawai 
pemeriruah dengan penanjian kcrja yang bekerja pada 
insransi pcmcriruah. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS 
adalah Pegawai yang tclah memen.uhi syarat ya.ng 
ditentukan diangkat oleh pcjabat yang berwenang dan 
diserab! tu gas dalarn sat u jabatan negeri a tau dis<:rAhi 
iugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

9. .Jabatan Pungslonal adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan rugas berkauan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian clan 
keterampilan tcrteruu. 

10. Kelompok .Jabatan Fungsionat adalah sejurnlah ienaga 
dalam jcnjang fung:,ional yang tcrdiri dalam berbagm 
kelumpok sesuai dcngan keahliarmyu, 

1 J. Sub Koordinator adalah PNS yang dibcrikan rugas 
uruuk mernbaruu Kepala Bagian/Kcpala BidAng/ 
Sekretaris{Koordinator dalam menyusun perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendahan, pcmantuuen dan 
evaluasi, serta pclaporan kegiatan pada unh kerjauva 
scsuai lingkup rugas dan fungsinya dan dirunjuk olch 
Kepala Perangkat Daereb. 

12. Pelaksana Senior adalah PNS yang memillki senioritas 
dan aspck kepangkatan clan mcrnpuny ai kornperensr 
uruuk diruniuk uleh Kcpala Perangkar Dacrah untuk 
dibcrikan tugas membantu Sekretarisj'Kcpala 
Bldang/Kepata 6agian/Koordinawr pada unit kt.:rjcm~u 
datam menyusun percncanaan. pelaksanaan dau 
pengendalian, pcmantauan dan cvaluasr, serta 
pela.poran kegiatan lingkup tugas dan Iungainva. 



6 

Pasal 5 

(I) Susunan Organisasi Dinas terdrn dan: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekrctariat: 
c. Bidang Pcrnbinaan dan Pengendalian: 
d. Bidang Bina Marga: 
c:. Bidang Sumber Daya Air; 

f. Bidang Cipta Ka11•a: 
g. Biclang Tarn Runng: 
h. Unil Pelaksana Teknis Daerah; 
i. Kelompok .Jabatan Fungsional, 

RAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Uruuk melaksanakan iugas sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 3, Dines mempunyai fung$i: 
a. perumusan kebijakan di bidang pekcrjaan umum. 

penaiaan ruang, clan pertananan: 
h. pengoordjnasian dan pelakxanaan kebijakan di bidang 

pekcrjaan umum, pcnetean roang, dan pe nanahen. 
c. pembinaan. pengawasan, dan pengcndatian kebijakan di 

bidang pckerjaan umum, penateen r-uung, dau 
pertanahan: 

d. pengelotaan dan ra.siiitasi kegiatan di bidti.ng pekerjaau 
umum, penataan ruang, clan pertanahan: 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
pekerjaan urnum, penataan ruang, dan pertanahan: 

f. pelakaanaan admirnau-aei Dinas di bidang pekerjaan 
urnurn, penataan ruang, dan pertanahan ; dan 

g. pelaksanaan fungs: kedinasan lain yang diberikan oleh 
Bupati di bidang pekcrjaan urnum. penataan ruang. dan 
pertanahan. 

Bagian Ketiga 
Fung$.i 
PHsaJ 4 

Dinas rnernpunyai tugas rnernbaruu Bupati melakgauukau 
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadl 
kewenangan dan tugas pernbaruuan yang diberikan kcpada 
Dae rah. 

Bagian Kedua 
Togas 
Pasal J 

('2) Dinas dipimpin o1eh Kepala Dinas vang berkedudukan 
di bawah dan berranggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekreraris Daerah. 
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dengan instansi 
dan Pcmcrullah 

bidang pekerjaan 

ststem pertukaran mformasi 
Pemerincah. Pemerintah Provinsi, 
Kabupaten/Kota yang menangam 

h. rncncrapkan Standur Operasional Prosedur !SOP) dan 
Standar Petayanan Mmimal (SPM) dalarn 
penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum, 
pcnataan ruang, dan pertanahan aj_,(ar dipcrolcil has.,1 
kerja yang optimal; 

i. mengocrdinaslkan dan memfasibrasl penveJenggaman 

menyelenggarakan pernoinaan. 
pengendalian kegiatan di bidang 
penataan ruang. dan pertanahan 
perundang-undangan agar kincrja 
target yang tclah ductapkan; 

g. menyelenggarakan pelayanan pnma, fasrhtasi. dan 
inovasi di bidang pekcrjaan urnurn, penataan ru~ng. <Ian 
pcrtanahan sesuai dengan ke-tent U& n pera I urart 
perundang-undangan guna peningkatan kualiras kcrja: 

pengawasan dun 
pekerjaan umum. 
sesuai pcrarurnn 
Dinas mencapar 

r. 

BAB IV 
RINCIAN TUGAS 
Bagian Kc-,:$1:\tU 

Kepala Dinas 
Pasa16 

Untuk melaksanakan iugas dan lungsi sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas 
scbagairnane dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (q huruf ti, 
mempunvei rincian tugas: 
a. merumuskan dan menetapkan rencana dau program 

kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang 
undangan den has,l evaluasi kegiaian tahun 
sebelurnnya sebagai pedoman pelaksanaau tug.&s: 

b. mernbagi rugas bawahan sesuai dcngan jabatan cl<111 
kornpcteneinye scrtc membcr-ikan er-aharr berik sccern 
li:;.an rnaupun tertuhs guna kelancaran pctaksanaan 
iugas; 

c. rnenyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan 
instansi terkait baik vertikal rnaupun horizontal guna 
sinkronisasi dan harmonisasl pelaksanaan tu~s: 

d. merumuskan kebijakan te-knis urusan pemerimuhan 
bidang pekerjaan umurn, penataan ruang, dan 
pertanahan di Daerah sesuai peraturan pcrundang 
unrlangan sebagai pedoman pelaksanaan iugas; 

e. menelaah clan mengkaji peraturan perundang und.:11l~t111 
di bidang pekcrjaan umum, pcnaraan ruan~ dsm 
pertanahan sebagai hahan pe-um usen kebij$ kan Irk, sis 
serta pedornan pelaksanaan rugas, 

(21 Bagan Organisasi Dinas scbagaimana rcrcamurn dalam 
t.arnpiran I yang rncrupekan bagian udak tcrpisahkan 
dari Peraturan Bupati lni. 

,, 



Pasal7 
(11 Sekretariat Dmas sebagairnana dirnaksud dalam Pasc1I 5 

ayat ( l) huruf b dipimpin oleh scorang sekrciarts vang 
berkedudukan di bawah dan benanggung jawab kcpada 
Kepala Dinas. 

(2) Sekrerariat Dinas sebagaimana drruaksud pada ayat 0) 
mernpunyei rugas melaksanakan sebagian rugas Kepala 
Dinas dalarn perurnusan kebijakan lcknis, 
pengoordlnasian, pcmbinaan, pengawasan, 
pengendalian, pcngelolaa n dan fasilitasi kegiatan dr 
bidang percncanaan, cvaluasi. pclaporan. umum. 
kepegawaian, dan keuangan. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

umum, pcnataan ruang, dan pertanahan sesuai dcngan 
pcraturan perundang-undangan; 

j. rncrekornendasikan pe nerbitan pcrizln.m dan 
nonpcrizinan berdasatkan pcndclcgaeian wcwenong 
yang diherikan oleh Bupati sesuai peraturan 
perundang-undangan: 

k. memfasil itasi pelayanan pekerjaan umum di bidang bin a 
marga, sumber daya air, cipta karva clan pcnataan 
ruang dan merurnuskan upaya pemecahan masalah d1 
bidang pekerjaan umum. penaiaan ruang. dan 
pertanahan, 

I. mengembangkan dan mcngopurnalkan kegia Lan d, 
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di dacrah 
guna menunjang pembangurtan serta bermanfaat bagi 
masyarakat: 

m. mengelola clan mertgcrnbangkem xistem 1nfo1 masl dun 
data di bidang bma marga. sumber daya air, c-iptu k"'rytt 
dan pcnataan ruang; 

n. mengevaluasi pclaksanaan kegiatan Dinas dcngan cara 
mengukur pcncapaian program kerja yang telah disusun 
untuk bahan laporan kcpada Bupati (Ian kebijakan 
tindak lanjut; 

o. mclaporkan oclaksenaan iugas kepada Buparl ba.k 
lisan maupun tertulis sebagal wujud akuntabilitas dun 
rransparansi: 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahao 
berdasarkan sasaran kerja pcgawai dan pcrilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pernbcrian pcnghargaan clan sanksi; 

q. menyarnpaikan saran dan pertirnbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun terrutis bc-rdasarkan 
kejiarr agar kcgiatan berjetan Ian car serta unl u k 
rnenghindari penyimpangan; dan 

r, melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan 
scsuai dcngan tugas dan fungsi Dinas. 
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h. mcngoordinasikan dan menyiapkan korrsep Rcncana 
Pcmbengtman Jangka Menengah Dacrab (RPJMO), 
Rencana Strau;>gis (Renatra}, Re:ncan:.1 Kerja (RenJnl. 
lndikator Kinerja Urarna (IKU), Perjanjinn Kinerja 
(PK) dan jenis dokumen percncanaan lainnya sesuai 
dengan keientuan yang berlaku; 

d. pengelolaan dan Iasilitasi kegiaian kesckrctariatan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kcgiatan 

kesekretariatan i dan 
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas di bidang kcsckrctariatan 
(4) Uncuk melaksanakan rugas dun Iungsi seuagannaua 

dimaksud pada ayat (2) dart ayat (3), Sekretaris Dinas 
berrugas . 
a. menyusun rencana dan program kegiatan 

Sekretariat berdaaarkan peraruran perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatnn rahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan rugas; 

b. menjabarkan periruah pirnpinen melalui pengkajian 
perrnasalahan dan peraturan pcrundang-undangan 
agar pelaksanean rugas berjalan efektif dan cfisien: 

c. mcmbagi tugas bawahan sesuai dengan jubatan dan 
kornpetensinya serta membcrikan arahan baik 
secara lisan maupun terrutis guna kelancaran 
pctaksanaan cuga::,; 

d. meJaksanakan koordinasi den kousuhasi dcngan 
instansi rerkait bark vcrtikal maupun horizon tal 
unruk rncndapatkan l111'ormasi, masukan, sorta 
dalarn rangka sinkronisasi dan harmorrisaai 
pclaksanaan ruges: 

c. mcnclaah dan mengkaji peraruran pcrundang 
undangan sesua! lingkup rugasnya scbagai bahau 
atau pedoman uruuk melaksanakan kcgiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yang berkairan dengan kegiatan 
perencanaan, evaluasi. pelaporan, sistern informasr, 
keuangan, adrntrustrast urnurn, kcpcgawaian dan 
iung~i lain yang cliberikan oleh Kcpala Din-rs: 

g. mengoordinasikan dan mcnyiapkan konsep Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dokumcn 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubanau 
anggaran sesuai kerentuan clan plafon anggaran 
yang ditetapkan; 

kegiatan pcJaksanaan dan b. pengoordlnaslan 
kcsckretariaian; 

c. pcrnbinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 
kesekretarisra n: 

(3) Unruk mclaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud 
pada ayai (2}, Sckretariat rnernpunyai Iungsl: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang 

kcsckrctariatan; 



1. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan 
Ketcrangan Pcrianggungjawaban Bu pat i ~Ll<RJ). 
Laporan Kinerja Instansi Pemerinrah (LKjlP). 
Evahrasi Kinerja Pembangunan Daerah {EKPD). 
Sistcm Pcngcndalian Intern Pernerintah (SPIPI, 
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis 
pelaporan lamnya scsuai dengan ketenruan yang 
bcrtaku ; 

J· mengelola sistern informasi dan data Dinas sesuai 
dengan ketentuan yang bcrlaku agar diperoleh 
efekrivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; 

k. menyelenggarakan pelayanan admirristr-asj umum, 
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, 
kchurnasan, protokoler, perpusaakaan, kearsipan. 
dokurnentasi, perlengkapau / perbekalan, 
pengamanan kantor. kebersihan dan pertamanan, 
pengclolaan aset tctap dan aset udak tctap, serta 
faslliraai kcgiaran rapar dan pcncrimaan kunj ungan 
tamu Dinas, 

I. mengoord'inasrkan rencana dan proses pengadaan 
berang clan jasa di lingkungan Dinas sesuai dcngan 
peraturan perundang-undangao: 

m. mengoordinasikan dan memfasiLitasi penyusunan 
Standar Operasional Prosedur (SOP). aua.Hsis 
jabatan, analisis beban kerja, evaruasr jabatan, 
budaya kerja, survey kepuasan masyarakar, standar 
pclayanan serta penguaulan formasi kcbutuhan 
pegawat Dlnas: 

n . melaksanakan pernbinaan, pengawasan, d&n 
pengendahan fungsi .. fu1)gsi manajernen administrasi 
perkantoran agar tcrwujud pelayanan prima: 

o. rnelaksanaka 11 pemant.auan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Sekrctariat dengan cam 
mengukur pcncapaian program kcrja rang H:lah 
diausun untuk bahan laporan dan kebijakan undak 
lanjut: 

p. mengevaluasi den menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai <Ian perilaku 
kerja sesuai ketenruan dalam rangka pcningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi: 

q. menyusun laporan pelakaanann kegiaum kcpudn 
pimpinan sebagai wujud akuruabihtas clan 
transparansi pelaksanaan kegiatan, 

r. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pirnpinan baik tisan rnaupun terruhs bcrdasarkan 
kejian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
rnenghindari penyimpangan: 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari prmpruan 
sesuai dengan iugas dan fungsi unit kcrjanva. 



Paragraf 1 
Sub Bagian Perencanaan den Keuangan 

Pasal 9 
(l) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sub 

Bagian Perencunaen dan Kcuangan sebageimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayar ( L) huruf a, mempunyen 
iugas mclaksanakan scbagian rugas Sekreurris dalam 
peuytapen bahan perurnusan kebijakan reknis, 
pengoordinasian. pembinaan, pengawasan, pengendalian, 
pengelolaan dan fasllltasi kegiaran di bidang 
percncanaan, rnoni wring, evaluast, pelaporan. sistern 
informas! Dinas, dan administrasi keuangan. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada 
ayar !l) Kepa)a Sub Bagian Pcrencanaan dan Keuangan 
mernpunyai rincian uigas : 
a. menyusun rcncana dan program kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan bcrdasarkan peraturan 
perundang-undangan dun hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelurrmya: 

b. menjabarkan penntah atasan melann pengkajian 
perrnasalahan da.n peraturan perundang-undangan: 

c. membagi rugas kepada bawahan sesuui linp.kup 
tugasnya serta member! petunjuk dan arahan agar 
pclaksanaan tugas berjalan lancar: 

ct. melaksanasan koordinasi internal maupun cksiemal 
balk secara langsung maupun tidak langsung uruuk 
rncndapatkan informasi, masukan, seria dalam 
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pclaksanaan 
kegiatan: 

c. mempela.ja.ri dan rnengkaji peraturan perundang 
undangan scsuai 1ingkup rugasnya sebagai bahan 
arau pedoman unruk rnclaksanakan kegiaran: 

r. menyiapkan bahan penyusunan perunjuk rcknis. 
perunjuk pclakeanaan , clan naskah dines sr:suai 
lingkup rugasnya guns rnendukung kelancaran 
pelakaauaan kcgiaian: 

g. menghimpun dan menelin bahan perencanaan <Ian 
usulan program kegiatan dari rnasjng-masing seksi, 
subbagian dan UP'T'D scauai dengan kctcmuan vang 
berlaku guna rnenghindan kesalahan; 

Pasal 8 
( 1 J Susunan Organisasi Sek re Lariat scbagairnana dimakscd 

dalarn Pasal 5 aya1 (I) hu ruf b, terd iri mas : 
a. Sub Bagian Percncanaan dan Keoangan; dan 
IJ. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat {I] 
rnaeing-maaing clipimpin oleh seorang K<"pala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 
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q. rnenghimpun dan mernproses usulan pencairan 
anggaran baik di lingkungan Sekretariat. Bidang. dan 
UP'rD sesuai dengan prosedur don ketemuan yang 
bcrlaku: 

r. menyiapkan bahan dan mengoordinasiknn proses 
adruirriatrasi keuangan melalui aptika-a srstern 
lnformasi untuk pengelolaan keuangan dacrah scsuai 
dengan peraruran perundang-undangan: 

s. menyiapkan bahan pernbinaan, sosiahsast. <Ian 
bimbingan teknis di bide ng keuangan kepeda pejabut 
pcngelola keuangan <Ian bendahara di lmgkungan 
Dinas; 

t. rnelaksanakan pengendalian dun evaluasi penyerapan 
anggaran dengan cara membandingkan Iaporan 
perkembangan reafisasl belanja dengnn rencana 
pernbiayaan yang ditetapkan sebelumnya; 

u. melaksanakan veriflkasi terhadap berkas/dokumen 
perranggungjawaban keuangan petaksaoaan kcg.eten 
guna menghindari kcsalahan serta rnernberikan 
koreksi penyernpurnaan: 

pencairan 
dan 

adrnimstrasi 
anggaran. 
pelaporan 

sarana p. mcnyiapkan bahan dan 
keuangan dalarn rangka 
pengelolaan, pernbukuan, 
pertanggcmgjawaban keuangan; 

n, metaksanakan administrasi Gaji dan Tuniangan ~.SN: 
o. Iasilirasi pclaksanaan Sistcrn Pcmerincahan Berbasis 

Elcktronik pada SKPD; 

pelaksanaan 
pengarnbilan 

I. melaksanakan monitoring clan evatuasi 
kegiatan Dinas sebagai bahan 
kebijakan; 

m. melaksanakan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD serra menyelenggarekan rapat koordiriaai dun 
konsultasi S"PD; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun mareri undak 
lanJWl hasrl pcmcrrksaan a tau audit scsuai dcnga n 
peraruran perundang-undangan; 

h. rnenyiapkan bahan dan meuyusun konsep Rencana 
Kegiatan dan Anggaran tRKA), Dokumen pelaksanaen 
Anggaran (Di>A) serra perubahan anggaran sesuai 
kerentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan; 

i. rnenyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana 
Pernbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
Rcncana Strategis (Renstra). Rencana Kerja (Renja). 
lndikator Kinerja Utama flKU). Perjanjian Kinerja (PK) 
clan jerris dokumc:-n perencartaan lairmya sceuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

J. menyusun konsep siandar Operasional Prosedur 
(SOPI Subbagia,n Perencanaan den Kcuangan aerta 
mcnghimpun dan mendokumcruasi SOP ,ang 
disusun oleh masing-rnaslng .subbaglan, sekst, clan 
UPTD; 
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x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kcrja pegawai dan per ifaku kcrja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir. 
pcrnbcrian penghargaan dan sanksi: 

y. ruenyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada 
pirnpinan sebagai wujud akuntabiluas d1111 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

z. menyampaikan saran clan perumbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tenulis bcrdasarkan 
kajian agar kegiata.n berjalan lancar serta uncuk 
menghindari penyimpangan; dan 

an. melaksanakan tugas kedmasan lam dari pimpinan 
sesuai dengan tugas clan fungsi unit kerjanva. 

Paragraf 2 
Sub Bagian Um um dan Kepegawa ian 

Pasal JO 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sebagaimana clirnak sud dalam Pasal 8 ayat ( 11 hurur b 
rncrnpunyai tugas rnelaksanakan scbagian tugas 
Sckretaris dalam penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pcngendauan, 
pengelolaan dan pcrnberian bimbmgan di bidang 
admlnistrasi umum. ketatalaksanaau. kchurnasan, 
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, pertengkapan, 
pengelolaan barang, kepegawaian. Iasilitas] kegiatan 
analisis [abatan don budaya kerja. 

('2) Untuk melaksanakan rugas sebagairnana dimaksud 
pada ayaL (I), Kepala Sub Bagian Umum don 
Kepegawaian mernpunyai rincian rugas : 
a. mcnyusun rcncana dan program kegiatan Sub 

Bsgian Umum dan Kepega\va.ian berdasarkan 
perauiran perundang-undangan dan hasil evaluast 
kegiatan tahun sebelumnya; 

b, menjabarkan pcrintah atasan rnelalui pcngkajian 
permasalahan dan pcraturan perundang .. undaogan, 

c. mcmbagi tugas kepace bawahan scsuai lingkup 
tugasnya serta memberi petunjuk dan arahan agar 
pelaksanaan tugas berjalan lancar: 

d. rnelaksanakan koordinasi internal maupun ckstcrnal 
baik secera langacmg maupun tidttk Iangswng untuk 
rnendapaikan informasi. masukan. serta dalarn 
rangka sinkronisasi dan harrnonisasi pclaksanaan 

v. mcnyiapkan bahan dan rncnyusun Ieporau 
pertanggungjawaban keuangan Dim-ts !>i.:.rla jerus 
pelaporan keuangan Iainnya; 

\\I. melaksanakan pemantauan da.n cvatuasi kegiatan 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan dcngan cara 
rncngukur pencapaian program kcrja yang telah 
disusun untuk bahan laporan clan kebijakan tindak 
lanjut: 
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dokumernasi, pcrpusuakaan, kearsipan, seria 
pengelolaan asei tetap dan aset udak ictap: 

h. memfasillrasi penyusunan analisls jabatan. analisis 
beban keria, evaluasi jabatan. budaya kerja, survey 
kcpuasan masyarakat, standar pelayanen serta 
pcngusulan lorrnasi kebutuhan pegawai Dinas 
sesuai dcngan pcraturan perundang-undengan: 

I. melaksanakan Iaeilitasi pcningkatan sararta dan 
prasarana disiplin pegawai dan pengadaau pakaian 
dinas beserta atribut kelengkapannya. 

J· melaksanakan sosialisast dan birnbingan tekrus 
implernentasi peraturan pcrundang·undangan; 

k. melaksanakau pcnycdiaan kompuncn lo:-;talH:Si 
listrik, peralatan dan pcrlcngkapan kantor, peralaran 
rumah tangga, Bahan logistik kantor, Barang 
cetakan dan penggandaan, Bahan bacaan dan 
Peraruran perundang .. undangan: 

l. penyediaan Jasa Sutal rnenyurat, Komunikasr. 
Sumber Daya Air dan Ustrik, Jasa Peralatan dan 
Pcrlcngkapan Kantor dan .Jasa Pelayanan Umurn 
lainnya; 

m. penyediaan jasa perneliharaan, braya perre-tiharuan, 
pajak, dan penzinan kendaraan dinas operasional 
aiau lapangan; 

n. rnelaksanakan pengadaan dan pemellharaan mebel, 
peralaran dan mesin lairmya, aset tepat lamnva dan 
aset udak berwujud: 

o, fasilitasi dan melaksanakan perncliharaem/ 
rehabilicasi gedung, sarana dan prasarana. sarana 
dan prasarana pendukung Kan1or d~n 8cJngunan 
lainnya: 

p. menyiapkan bahan dan meuyusun konscp Sistern 
Pengcndalian Intern Pemerintah iSPlP), 

q. rnenyiapkan bahan dan meneliu konsep Surat 
Keputusan Kepala Dinas, 

r. melaksanakan penarausahaan, inveruarisasi, dan 
pelaporan aset serncstcran dsn iahunan uruuk lcnib 
administrasi serta rnelakukan pengawasan. 
pengendatian, pemetinaraan aset teiap nan asct 
tidak. retap agar dapai digunakan optimal; 

layanan kegiatan surat menvurai. 
ketatalaksanaan, kehumasan. 

g. melaksana kan 
perlengka pan, 

kegiatan; 
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 

undangan sesuai lingkup tugasnya sebegai bahan 
atau pedoman uruuk rnelaksanakan kegiatan: 

f. menyiapkan bahan penyusuna n peiunjuk reknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinus sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiacan: 
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s. meoyiapkan bahan dan menyusun laporan hidang 
kepegawaian secara rutin dan bcrkala scrta 
mernelihara file / dosumen kepegawalan seluruh 
pegawai Dinas guna tcrciptanya tcrtib administrasi 
kepegawaian; 

t. rnenyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan 
pangkat, rnutasi, gaji berkala, pcrnberhc:ntian/ 
pensiun, pernbuatan kartu suami/Isteri, tabungan 
asuransi pensiun (raspen), pengiriman peseria 
pcndidikan dan pelatihan (dikl ... l)/bimbingen ieknis 
[bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya; 

u. melaksanakan urusan rumah tangga serw 
menyiapkan sarana, akomodasi. dan protokolcr 
dalam kegiatan rapar-rapar maupun pcncrunaan 
kunj ungan tamu Dmas; 

v. rnengoordinasikan kegiaian pengamanan karuor, 
kebersihan, dan pertamanan agar tercipta 
hngkungan kantor yang iertib, bersih, aman dan 
nyaman; 

w. rnelaksanakan pemantauan dan evatuasl kegiaran 
Subbagian Urnum <Ian Kepcgawaian dengan cara 
mcngukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan rindak 
lanjut: 

x. mcngcvaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkau sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai keientuan dalarn rangka peningkatan 
kanr, pcmbcrian pcnghargaan dan se nksl, 

y. menyusun laporan pelaksanaan kegiatau kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntahiliras dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan: 

z. mcnyampaikan aaran den pertirnbangan kepada 
pimpinan baik lisan rnaupun terrulis berdasarkan 
kajian agar kegiaran berjalan lancer serte untuk 
menghindari penyirnpangan ; clan 

aa. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan ruga» dan Cungsi unit kerjanya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pembinaan clan Pengendafom 

Pasal 11 
( 1) Bidang Pembmaan clan Pcngendalian scbagairnana 

dimaksud dalam Pase! 5 ayat ( 11 huruf c, cliptmpin olt•h 
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertangguug jawab kepada Kcpala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian 
scbagaimana dimaksud pada ayar 0). mernpunyai tusa~ 
melaksanakan sebagian 1 ugas Kepala Dinas dalarn 
pc.•rumusan kebijakan teknis. pcngoordina.sian. 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, p-ngelolaan. 
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fa:;ilitnsi. evaluasi, dan pelaporan kcgtatan di btdarrg 
pembinaan dan pengcndahan. 

(3) unruk metaksanakan tugas scbageimana dirneksud 
pada ayat (2), Bidang Pembinaan dan Pengendalian 
mernpunyai ru ngsi : 
a. perumusan kebijakan reknis di bidang pernbinaan 

dan pengendalian; 
b. pengoordlnastan dan pclaksunaan kcgiatan di 

bidang pembinaan dan pengendalian: 
c. pernbinaan , pcngawaaan. dan pengendahan keglaian 

di bidang pernbinaan dau pengendalian; 
cl. pengelotaau dan i'asili1esi kegiatan di bidanx 

pembinaan dart pengendalian: 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kcgiaran di 

bidang pcmbinaan dart pengendalian: dan 
r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang dibcrikan 

oten Kepala Dinas di bidang pcmbirtaan den 
pengendalian. 

(4} Untuk rnelaksanakan rugas dan rungsi sebagaimann 
dirnaksud pada ayai 12) dan ayat 13). Kepala Bich,n~ 
Pembinaan dan Pengcndalian mempunyai rincian tugas 
a. rnenyusun rencana dan program kcgiai un Bidang 

Pembina an dan Pengcnda lian b-rdasorkan 
peraruran perundang-u.nda.ngan dan hasi! cvaJu::\st 
kegiatan tahun scoelumnya: 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 
pcrma salahan dan peraruren perundang-undengan. 

c. membag:i tugas bawahan sesuai lingkup tugasnva 
sertamemberi petunjuk dan aranan agar 
pelaksanaan tuges berjalan lancar: 

cl. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 
baik sccara langsung maupun udak langsung unruk 
mendapatkan inforrnasi, masukan, serta dalarn 
rangka sinkronisasi dan harmcnisasi pelaksanaan 
kegiataru 

e. menelaah dan mengkaji peraruran per undaug 
undangan sesuai Lingkup uigasnya sebagai buhan 
atau pedornan untuk melaksanakan kegiaum: 

f. menyiapkan konsep kcbijakan Kepala 01 nas dan 
naskah dines yang berkaitan dengan keg1al..in 
monitoring evaluasi pclaporan, pengendalian muur, 
pembinaan jasa konstruksl dan peralaian 

g. mengoordinasikan penyuewnan korrsep Laporem 
Kcterangan Pcrtang,,"tlngjawaban Bupau (LKl',JJ, 
Laporan Kineria lnstansi Pemermtah (LKJIP). 
Evaluasi Kincrja Pernbangunan Daerah (E.KPD}. d;;in 
jenis pclaporan lainnya sesuai dengan keteruuan 
yang berlaku: 

I~ 



6 tla.ri Peraturan Bupati in]. 

( l) Susunan Organisasi Bxlang Pembmaan dan 
Pcngcndalian sebugairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 
ayat (Ii hurut c, terdin atas kelompok jabaran 
fungsional yang rcrbegi atas tiga aub kcord'inator: 

{2) Sub Koordinator, sebagaimana dirnaksud pada ayar P), 
ierdtri atas : 
a. Sub J\oordinator Monitoring, Evaluasi dun Pelerpornn. 
b. Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Pcmbmaar'I 

.Jasa Konstruksi; dan 
c. Sub Koordinatnr Peralatan. 

(3) Sub Koordinaror scbagelmena dimaksud pada ayut 12). 
berianggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kcpala 
Bictang Pembinaan dan Pengcndalian: 

(4) Sub Koordinator scbagairnana dimakscd pada avut 12J 
mernpunyai uigas sebagaimana tercaruum datam 
Lampiran H yang merupakan bagian ridak rcrpiaahkan 

h. mcnghimpun dan mcndokurneruasi Standar 
Operasional Prosedur !SOP) yang drsusun oleh 
maeing-masing subbagian, seksi, dan UPTD; 

L melaksanakan koordinasi dengan urur keria yang 
rnetaksanakan fungsi tayanan pengadaandan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSEI 
Daerah dalarn rangka pengadaan barang dan jasa 
Dinas sesuai dengan peraruran pcrundang 
undangan; 

J. mengbirnpun <Ian meneliti Iaooran perkembangan 
tingkat realisasi pclaksanaan kegiaran dari masing 
musing. aubbagian , seksi dan UPTD sebagai bahan 
pcnyusu.nan laporan Pcngc ndaliert Opcre sional 
Kegiatan (POK); 

k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiaran pada bidang 
Pcrnbinaan dim Pengendalian untuk peningkatau 
kualitas pelay .. nan publik: 

I. rnelakse nekan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Pembmaan dan 
Pengcndalian dengart earn mcngukur pencapaum 
program kerja yang telah disusun uruuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut: 

m. mengevaluasi dan rnenilai prcstasi kerja bawahart 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan pcrilaku 
kcrje sesuai ketenruan dalarn rangka peningkatan 
karir. pemberian penghargaan dan sanksi: 

n. rnenyusun laporan pelaksanaan kegiaurn kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabiluas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; dan 

c. rnetaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

Pasal 12 

Jr. 
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Bagian Keempat 
Bidang Bina Marga 

Pasat 13 
()) Bidang Bina Marga sebagarmana dlmaksud dulam Pasal 

5 ayai (I) huruf d, dipirnpin oteh Kepala Bidang yang 
berkcdudukan cli bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas . 

(2~ Kepala Bidang Bina Marga sebagalmana dimaksud pada 
ayat (1), rnernpunyai tugas melaksanakan sebagian 
rugas Kepala Dinas datum perurnusan kebijakan teknis. 
pengoordtnas.an. pcmbinaan, pengawasan, 
pcngcndalian, pengelolaan, Iasilitaai. evaluaai. dan 
pelaporan kegiatan di bidang bina rnarga. 

(31 Unruk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Bina Marga mcrnpunyai fungsi . 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang bin» marga; 
b. pengoordinaaian dart pcfaksaoean kegiaran di 

bidartg bina marga, 

c. pernbinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiaran 
di bi dang bma marga: 

d. pcngelotaan dan faailitasi kegiatan di bidang bina 
marga: 

e. pelaksanaan evatuasi dan pclaporan kcgiatan di 
bidang bina marga: dan 

f. pelakaanaan fungsi kedinasan lain ycu,g. dlberikan 
oleh Kepala Dinas di bidang bina marga. 

i4) Untuk rnelaksanakan tugas dan fungsi sebagairnana 
dimaksud pada ayat [2) dan ayal (31, Kepala Bldanl( 
Bma Marga mernpunyai rincian rugas : 
a. rncnyusun rencana dan program kegiaran Bithing. 

Bina Marga berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan basil cvaluasi kegiatan iahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan iugas; 

h. menjabarkan pcrintah pimpinan rnclalui pengkajian 
perrnasalahan dan peraruran perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas bcrjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawnhan sesuai dengan j:::1 batan dan 
kompcrcnsinya serra mernbcrikan arahan baik 
secara liaan maupun terrutis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanaken koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal rnaupun horizontal 
untuk mendapatkan inforrnasi, rnasukan. serta 
dalam rangka sinkronisasi clan h .. rrmonisaai 
pelaksanaan tugas: 

e. menelaah dan mengk.nji pcraruran perundang 
undangan sesuai Hngkup rugasnya sebagai bahan 
atau pedoman urnuk rnelaksanakan kegiaian: 
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(l) Susunan Organisasi Bidang Bina Marga sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 5 ayai (l) huruf d , rerdiri alas 
kelornpok jabatan Jungsional yang tcrb::agi au.s 1iga sub 
koordinarcr. 

(2) Sub Koordlnator, scbagairnana dimaksud pade 1:1.Yttl P). 
terdiri aias : 
{;I. Sub Koordinator Survey dan Pcrcncanaan Bina Marga. 
b. Sub Koordinator Pcrnbangunan .Jalan dan Jembawn. 

dan 
c. Sub Koordinator Pemeliharaau -Jalan dan .lcmb.uan. 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud padu ayut (2), 
bertanggung jawab kepada Kepala Dina.s melalui Kepala 
Bidang Bina Marga. 

(4) Sub Koordinaror sebagairnana dimaksud pada •Y•t 121 
mernpunyai rugas sebagaimana tercanrurn dalam 

6 

k, mclaksanakan pcmantauan dan eva lt1.-1si 
pelaksanaan kcgiaian Bidang Bina Mi::lrga dengan 
earn mengukur pcncapaian program kerja vang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kcbijakan tindak 
la njut; 

I. rnengevaluasi den merrilai prcsrasi kerja bawahan 
berdasarken sasaran kerja pegawai dan perllaku 
kcrja sesuai kerentuan dalarn rangka pcningkatan. 
karir, pernbcrian pengha.rgaan den sankai; 

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatun kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabiluas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

n. rnenyarnpaikan saran dan pertimhangan kepad« 
pirnpinan baik lisan maupun tertulis bcrdasarkon 
kajian agar kcgiaran berjalan tencar ~<:na untuk 
rncnghindari penyirnpangan; dan 

o. melaksanakan rugas kedinasan lain dari pimpirmn 
scauai dcngan tugas clan (ung~i unit kerjanva. 

Pasal 14 

perizinan dau 
dan jernbara n 

I. menyiapkan bahan rekomendasi 
pengawasan pernanfaeran jalan 
beserta utilirasnya; 

J, menyelenggarakan invcntartsasi da 11 pcndataan 
permasalahan di bidang bma marga sebagai bahan 
cvaluasi pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan konscp kebijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yang berkahan dengan kegiatan 
survey clan perencanaan bina marga. pembangunan 
jalart don jcmbat.an serta pcmeliharaan jalan dan 
jcrnbatan; 

g. menyiapkan fasilnasi kegiatan di bidang bina marga 
secara komprehensif sesuai dengan peraturan 
perundang undangan; 

h. rnengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang 
bina marga dalam rangka menyueun rencana teknis 
kebinamargaan; 

18 



l .. ampiran n yang merupakan bagian ridak tcrpisahkan 
dari Peraturan Sups.ti ini, 

Bagian Kelirna 
Bidang Sumber Daya Air 

Pasal I 5 
(l) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dirnaksud ctalam 

Pasal 5 ayai fl] huruf e, dipimpin olch Kepala Bidang 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dmas. 

(2) Kepala Bidang Sumbcr Daya Air sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1), mempunyai rugas mclaksanakan scbagian 
rugas Kcpala Oinas dalarn perurnusan kebijakan tekuis, 
pengoordinasian, pernbinaan. pcngawasan. 
pengendalian, pengelnlaan. Iasititast. evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang Sumbcr Daya Air. 

(3) Urnuk metaksanakan tugae sebagaimana dimaksud 
pada ayar (2). Bidang Surnber Daya Air mernpunvai 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya 

air· ' b. pengoordinasian dan pelaks.anaan kcgtatan di 
bidang sum bcr dava air; 

c, pembinaan, pengawasan, dan pengendn lian kcgiatan 
di bidang surnber daya air: 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sumber 
daya air; 

c. pelaksanaan evaluasr dan pelaporan kcgiaren di 
bidang sumber daya air t dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lam yang diberikan 
oleh Kepala Dmas di bidang sumber daya .nr; 

(4) Untuk rnelaksanakan tugas dan fungsi sehagaimana 
dimaksud pada ayat (21 dan ayar 131, Kep,,la Biduni,: 
Sumber Daya Air rnempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiat» n bidang 

Surnber Daya Air berde ssu-kan peraturan perunclang 
undangan dan hasil evaluasi kegiat- 1 n iahun 
sebelumnya sebagai pcdoman pelaksanaau tugas: 

b. menjabarkan perintah pirnpinsn melalui pcngkajian 
pcrmaealahan dan perecurnn pen .. rndang-cmdangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efcktif dan efisien: 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabaran dan 
kornperensinva serta mcrnberikan arahan bark 
secara lisan maupun terrulis guns kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsunasi dcng.::u1 
instansi tcrkait haik verttkal maupun hcnzorual 
uniuk mcndapatkan lnformasi. masukan. serra 
dalam rangka sinkronisasi dan harrnonisasi 
pelaksanaan tugas: 

i'I 



e. menetash dan mengkaji pcraturan perundang 
undangan scsuai lingkup rugasnya scbagas bahan 
atau pedornan untuk melaksanakan kegiaian: 

f. menyiapkan konsep kcbijakan Kepala Dinas den 
naskah dinas yang berkaitan dengan kcgiatan 
survey dan perencanaan sumbcr daya au-. 
pembangunan jaringan irigasi dan sungai. dan 
operas: pcmeuharaan irigasi dan konscrvnsl surnber 
daya air;. 

g. mengoord inasikan pelaksanaa n kegiatan di bi dang 
sumber daya air: 

h. rncnyiapkan rekornendasl perizlnan yang berkaitan 
clengan pengetolaan surnber daya arr sesuai 
peraturan pcrundang • undangan: 

1. melaksanakan inventartsaal dan pendaraan 
permasalahan di bidang «umber daya air scbagui 
bahan evaluasi pelaksanaan kegiata n; 

J· menyelcnggerakae pemeliharaan bangunan 
pengairan dalam rangka pengelolean bangunan dun 
pernanfaatennya: 

k. rnenyuaun kebijakan rekrns pengelolaan aurnber 
days air berdasarkan kebijakai 1 na sionul surnbcr 
daya air clan kebjjakan pengelolaan sumbcr daya air 
provinsi dengan mcrnperhatikan kcpentingan 
kabupaten/kota sekuar: 

I. rnenetapkan rencana dan pola pengelolaan surnbei 
daya air sorta melaksanakan pengelolaan aumber 
daya air pada wilayah sungal dalam satu daerah 
dengan rnemperharikan kepenrmgan 
kabupaten I kora sckirar: 

m. rnenyusun konsep penerapan dan pengelolaau 
kawasarr lindung sumber daya air sesuai pcraruran 
perundang-undangan: 

n. rnenyiapkan rekomendasi izin penyediaan. 
pcruntukan. penggunaan dan pengusahaan air 
tanah serte surnber daya air pade witayah sungai 
dalam satu Daerah sesuai peraruran perundang 
undangan: 

o. mengoordinaslkan dan rnenyiapkan pcmbcntukan 
Dewan Sumber Daya Air atau dengan nama lain di 
tingkat Oaerah dan/atau pada wilayah sungai dalarn 
satu Dacrah: 

p. menjaga cfekufitas, eflsiensr, kualitas dan kcrertiban 
pelaksanaan pengelolaan sumbcr daya air pada 
wilayah strngai dalarn satu Daerah: 

q. mengoordinasikan dan menyiapkan penerbitan 
produk periainan reknis seeuar pcraiuran 
perundaog-undangan: 

r. me laksanakan pemarrtauart dan evuluaei 
pclaksanaan kegiatan Bidaug Surnber Daya Air 
dengan cara rncngukur pencapaian program kerja 



Bagian Keenam 
Bidang Cipta Karya 

Pasal 17 
(IJ 8idang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (l J huruf f. dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepudu 
Kepala Dinas. 

(2) Kcpala Bidang Cipta Karvo sebagaimana dlrnaksud pada 
ayar ( l ~. mernpunyai rugas metaksanakan sebagian 
1u.g...t-s Kepela Dirtas dalam perumusan kcbijakan tckrus, 
pengoordinasian, peru binaan, pcngawasan, 

()) Susunan Organisasi Bidang Surnber Daya Aif 
scbagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayai (II huruf e, 
terdiri alas kelornpok jabatan fungsional yang tcrbagi 
atas tiga sub koordinator; 

(21 Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
tcrdiri atas : 
a. Sub Koordinator Survey dan Pcrencanaen Sumber 

Daya Air; 
b. Sub Koordinator Pembangunan Jarmgan lrigasr dan 

Sungai: dan 
c, Sub Koordinator Operasi Perneliharaan lrigasi dan 

Konscrvasi Surnber Daya Air. 
(31 Sub Koorclinator sebagairnana dirnaksud pada nym (2). 

bertanggung jawab kepada Kepala Oinas rnelului Kcpalu 
Bidang Sumbcr Daya Air; 

(4) Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada uyat (21 
mernpunyai tugas scbagairnana iercaruum dalam 
tampiran 11 yang merupakan bagian ddak terpisahkan 
dari Peraiuran Bupati ini. 

Pasal 16 

yang tclah disusun untuk bahan laporan clan 
kcbijakan undak lanjut; 

$. rncngcvaluasi dan mcnilai prestasi kerja bawahen 
berdaearkan eeearao kerja pegawai dart perilttku 
kerja sesuai ketentuan dalarn rangka pcningkaian 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi: 

L rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada 
pirnplnan scbagai wujud akuntabihtas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan: 

u. rnenyampalka n saran dan pertirnba ngan kepada 
pimpinan baik lisan maupun rertutis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar sorta uruuk 
menghmdan penyimpartgan: dan 

v. melaksanakan rugas keclinasan lain dan pimpinan 
sesuai dengan tugas clan fun.gsi unit kerjanva. 

21 



koordinasi dengan inataus! 
pelaksanaan survey dun 

karya, bangunan gedung da.n 

menyelenggarakan 
terkait mengenai 
pcrcnce naao cipra 

h 

pcngendalian. pengelotaan. fasilit.a~i. evahaaai, dan 
petaporan keglatan di bi<lang cipta karya, 

(3t Uncuk meleksanekan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). Bidang Cipta Karya rnempunyeu 
fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipra karya; 
b. pengocrdioasien clan petakaanean kcgietan di 

bidang cipta karya; 
c. pernbinaan, peugawasan, don pengendalian kegiatan 

di bictang cipra karya: 
d. pengelolaan dan fastlnasi kegiatan di bidang cipta 

karya; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di 
bidang clpta karya; dan 

(. pelaksanaan Iungsi kedinasan lain vang diberikan 
oleh Kepala Dinas di bidang cipta karva. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungst sebagairnanu 
dimakaud pada ayat (21 dan ayat (3). Kepala Bidang 
Cipta Karya rnempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kcgiatan Bidang 
Cipta Karya bcrdasarkan pcraruran perundang 
undangan dan basil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan per'intah pirnpinan metalui pcngkajian 
perrnasalahan dan peraturan perundang-undangau 
agar pelaksanaan tugas bcrjatan cfekur den efieien: 

c, membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan batk 
secara lisen maupun terrutis guna kelancaran 
pelaksanaan rugas. 

d. melaksanakan koordmasi dan konsultasi dcngan 
instansj tcrkait baik vernkal maupun horizomal 
untuk mcndapatkan informasi, rnasukan. ~t'1·t~• 
dalarn rangka sinkronisasi dan harrnomsavi 
pelaksauaan tugas; 

e. rnenelaah chm mengkaji peraturan perundang 
undangan scsuai 1ingkup t-ugasnya sebagai bahun 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiaran; 

f. menyusun konsep kebijakan Kepala flinas dan 
naskah dinas yang berkanan dengan kegiaran 
survey dan perencanaan cipra karya, bangunan 
gcdung. dan penychatan lingkungan sesuai dengan 
peraturan perundang- undangan ~ 

g. rnenyelenggarakan Iasilitasi survey dan perencanaen 
cipta karya, bangunan gedung dan pc:ny<-"hAlflr'I 
lingkungan; 



Karya: 

Pasal 18 

( l) Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayai (I) huruf r. rcrdiri ata s 
kclornpok jabatan lungstonal yang icrbagi alas Lig<> sub 
koordioator: 

(2) Sub Koordinaror, sebagaimana dimaksud pada ayar I JJ. 
terdiri atas : 
a. Sub Kcordmutor- Survey clan Perencan.ian C1p1<1 

k. rncnyusun konsep penetapan bangunan gedung dau 
lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar 
budaya sesuai dcngan peraturan perundang 
undangan: 

J. rnenyetenggarakan pembinaan jasa konstruksi dan 
bangunan gedung scsuai dengan peraruran 
pcrundang- undangan: 

m. rnerencanakan dan mengoordmasikan penerapan 
pcncapaian indikator Standar Pclayanau Minimal 
(SPM} sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan 
perundang-undangan: 

n. menye lenggarakan inventartsas! dan pendataan 
permasalaban kegiatan di bidang cipta karya sebagai 
bahan evaluasl pelakeanaan kegiata n; 

o. melakaanakan pemantauan dan eval uusi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dengan 
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut: 

p. mengevaluasi dan menilas prestast kerja bawahan 
berdaserkan sasaran kerja pegawai di.111 perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka pcningkaran 
kar-ir, pemberinn penghargaen den sanksi: 

q. rnenyusun laporan pelaksanaan kegiaran kepada 
pirnpinan aebage i wujud akunrnbilit.as dan 
iransparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyarnpaikan saran dan perrimbangan kepada 
pimpinan baik lisan rnaupun tertul!s berdaserkan 
kajian agar kegiaran berjalan tancar serta uruuk 
menghindari penyimpangan; dan 

s, rnelaksanakan tugas kedinasan lain dari pirnpinau 
sesuai dcngan tugas dan fungsi unit kcrjanya. 

pcnzman yang 
geduog !$~~.U(li 

I, me-nyiapkan bahan rekomcndstsl 
berkaitan dcngan bangunan 
pcrauiran perundang-undangan: 

J, mcnyclcnggarakan pemcliharaan gedung milik 
pernerintah, rurnah dinas, dan upaya keseharan 
lingkungan dalam rangka pengelolaan bangunan 
dan pemanfaatannya: 

penyehaum lingkungan dalam rengka mcnyu:-.un 
rencana tcknis cipta karya; 
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Bagian Ketuju h 
Bidang Tarn Rua.ng 

Pasal l 9 
(I) Bidang Tarn Ruang sebagaimana dirnaksud d.ilam Pasal 

5 ayar II) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang vang 
berkedudukan di bawah dan oertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Tata Ruang sebagaimana dirnaksud pada 
ayat [I], mcrnpunyai tugas melaksanakan scbagian 
tugas Kcpala Dlnas dalam perurnusan kcbijakan tcknis , 
pengoordinasian, pernbinaa». peugawasan, 
pcngendalia n, pcngelclaan. fasilitaei, cvaloaai; clan 
pclaporan kegiatan di bidang tata ruang, 

(3) Untuk rnelaksanakan tuga~ sebagaimana dimaksud 
pada ayat {2), Bidang Tata Ruang mcmpunyai fungsi : 

a. perurnusan kcbijakan reknis di bidang Law ruang: 
b pengoordiuasien dun pelaksanaan kcgiatan di 

bidang taia ruang; 
c, pembinaan, pengawasan, dan pengendahan kegiatan 

di bidang rata ruang: 
d. pcngclolaan dan fasihrasi kcgiatan di b1dang tata 

ruang: 
e, pelaksanaan evaluasi dau pclaporan kcgiaran di 

bidang tara ruang: den 
f. pclakserraan fungsi kedinasan lain y~ng dibcrikan 

oleh Kcpala Dinaa di bidang tata rueng. 
(4) Unruk melaksanakan tugas dan fungsi sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tata 
Ruang mernpunyai rincian ruges : 
a. rnenyusun rencana clan program kegiainn 81d:?1ng 

Tata Ruang berdasarkan perarursn perundang 
undungan clan hasU evaluaai kegiaran tahun 
sebchrrnnya sebagai pedoman pelaksanaau tugas: 

b. menjabarkan pcriniah pirnpinan melalui pengkejtan 
permasatahan clan pcraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efekrif dan ensten: 

c. rnernbagi rugas bawahan scauei dengan jabatan dan 
kompetensinya serta mcrnbcrikan ar-ahan baik 
secara Jisan rnaupun r.ertulis guna kelancer-an 
petaksanaao rugas: A 

b. Sub Koordinator Bangunan Gcdung; dan 
c. Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan. 

(31 Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada uyeu (2), 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kcpala 
Bidang Oipra Karya: 

(4) Sub Kocrdinator sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
rncmpunyai iugas sebagaimana tcrcaruurn dalem 
Larnpiran II yang rnerupakan bagian tidak tcrpiaahkan 
dari Peraturan Bupau ini. 



n. mengevalua si dan mcnfle! prc sra si kcrja bt\wnhrt.n 
berdasarkan sasaran kerja pegawa i dan pcrilaku 
kerja sesuai kctcntuan dalam rangka pcningkatan 
karir. pcmberian penghargean dan sanksi. 

o. rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pirnpinan .sebagai wujud akuntabilims dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan: 

p. menyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik fisan maupun iertulis tx-rdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar scrta uruuk 
rnenghindari penyimpangan; dan 

I. menyelenggarakan hwcntarisasl clan pendaraan 
perrnasalahan keglatan di bidang survey clan 
perencanaan penataan ruang, pengendalian dan 
pemanfaaran ruang sorta pertanahan; 

m. melaksanakan pemaruauan dan evaluast 
pelaksanaan kegiatan Bida.ng Tata Ruang dengan 
cara rncngukur pencepaian program kerja vang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan undak 
lanjut; 

menyelenggarakan pembinaan tckrus rnengcnai 
percncanaan demit mL.:1 t-uang eesucn dcngan 
peran1l'an perundang-undangan; 

k. merencanakan dan mengoordinasikan penerapan 
pcncupaian indikaror Ste ndar Pelayanan M1n1m;;1I 
(SPMl sesuai dengan bidang rugasnva dan peraturan 
perundang-undangan: 

j. 

d. melaksanakan koordinasi dan konsulrasi dcngan 
instansi terkait baik ver tikal maupun horizontal 
untuk mendapacken informasi, masukan, serra 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan rugas; 

e. menetaah clan mengkaji pcraturan perundang 
uudaoga» sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan 
atau pedornan untuk melaksanakan kcgiatan; 

f. mcnyiapkan konscp kebijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yang bcrkaiian dcngan kegiatau 
survey dan penaraan ruang, pengendatian dan 
pernanfaatan ruang serta pcnanehan: 

g. menytapkan Iasllitasi survey dun percncanacn 
penataan ruang, pengendalian dan pemanfaatan 
ruang serta pertanahan: 

h. mengoordinasikan penyusunan rencana detail taia 
r-oang daerah dan rencana tata ratang kawasart 
strategis Dacrah scrra pe ngkajian dan cvaluasi 
tcrhadap rencane detail tarn ruang daerah scsum 
peraturan pcrundang-undangan: 

1. rnengoordinasikan dan mema.ntall pclaksanaan 
kegiatan survey dan perencanaan detail tata ruang, 
pengcndalian da.n pemanfaatan ruang sorta 
pertanahan; 



( 

Bagian Kesatu 
Um um 

Paaal 21 

(1) Kelompok .Jabatan Pungsionnl pada hngkungan Dinas 
ducrapkan sesuai dcngan keb\.ln.1han dnn rnempuny.n 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayunan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dean 
keterarnpilan ter ten tu sesuai pcraturan penmdang 
undangan. 

(2) Ketornpok .Jabatan Fungsional berl<cdudukon di ba .. veb 
dan bcrtanggung jawab secara langsung kcpada Ke pala 
Dinas. Kepala Bidang don Sekretaris yang rncmiliki 
keterkaitan dengan pelaksanaan (ungsi clan iugas 
.Jabatan Fungsional. 

(3) Kelompok .Jabatan Pungaional tcrcliri dari sejumlah 
Pcjabat Fungslonal jeujang keterarn pilan dan jenjanu 
keahlian, 

(4) .Jumlah, jerus, dan jenjang .Jabatan Fungsionul 
scbagairnana dimakuud pada avat ( lj. ditent ukan 
berdasarkan hasil nualisis jabatan den anahsts beban 
kerja. 

{51 Tugas, pernbinaan dan pengcrnbangan J~bman 
F'ungsional scbagalmana dirnaksud pada ayat ( l) sesuai 
ketenruan pcraturan perundang-undangan. 

BABY 
K!.;LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

(1) Susunan Organisasi Bidang Tata Ruang sebagairnana 
dimaksud dimaksud Pasal 5 ayai (l) hurulg, terdin mas 
ketornpok jabaran fungsional yang tcrbagi ams tiga ::;uh 
koordinator: 

(2) Sub l{oordinator, sebagaimana dtrnaksud pada ayai (I), 
terdiri atas : 
a. Sub Koordrnator Survey dan Perencanaan Tata 

Ruang; 
b. Sub Koordinator Pengendalian clan pemanfaaum 

Ruang; dan 
c. Sub Koordinator Pertana hen. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 12), 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melnlut Kcpala 
Bidang Cipta Karya; 

(4l Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayut (2t 
mempunyai tugas sebagairnana icrcantum dalarn 
Larnpiran II yang merupakan bagian tidak u-rpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 20 

q. melaksanakan tugas kedinasen lain dan pimpman 
sesuai dengan rugas dan fungsi unit kerjanya 



(l) Kepala Dinas dalarn melaksanakan tugasnya 
berpcdoman pada kerentuan perau .. 1nH'I perundung 
undangan. 

(2) Dalam melaksanakan iugas seuap pimpman uni, 
organisasi dan kclornpok jabeuan Iungemnal wajib 
menerapkan prinsip koordirraai. uuegrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan rnasiog-rnasing 

Pasal 25 

BAB VI 
TATA KERJA 

PasaJ 24 
( l) Pejabar F'ungsional melaporkan pelakaanaan fungsi dao 

rugasnya secara langsung kepada pimpman uni1 
organisasi. 

(2) Pimpinan unit kerja sewaktu-wakru berv .. ·cnang: uruuk 
meminta Japoran kepada pejabat Iungslonat dan/ntau 
Ketua Tim di llngkungan unit kerjanya 

(J) Pejabat Fu.ngsionaJ mclaksanakan fungsi dan rugasnvu 
sccara individu danj atau berkclornpok. 

{2) Pclaksanaan fungsi dan tugas secara br-rkelompok 
sebagaimana dimaksud pada ayst ( lJ dengan 
rnembcnruk Tim Kerja. 

(3~ Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berasal dari Jabatan Fungsional sejcrus atau berbagai 
latar belakang komp<:tensi yang ada pada PcningkHI 
Daerah tcrscbur atau dari luar perangkar Dacrnh 

(4) Ketua "rim Kerja sebagairnana dimaksud pads ayut (2) 
berasal dari unit organisasi pemilik kineria. 

(St Pcrnberrtukan T1m Kerja sebagairnana dimaksud pncta 
ayat (2} ditetapkan olch Kcpala Perangkat Daerah 

Pasal 23 

(1) Pcjabat Pungsional melaksanakan fungsi den iugas 
berkaitan dengan pclayanan Iungsional yang 
berdesarkan pada keahlian dan keterampilen tertenru. 

(2j Se lain mclaksanaken fungsi dan tugas sebagai mane, 
dirnaksud pada ayat (l) Pejabat F'ungsional dapa; 
diberikan tugas eambehan sebagai Sub J..:ourdin~1<>1 
yang dalarn mcnjalankan uigasnya bckerja secara 
individu dan /atau tim kerja. 

Pasal 22 

Bagian Kedua 
PengcJolaun k'. inerja Peja bat Pungsional 

(6) Uncuk memcnuhi kcbutuhan .Jabaran fungsional 
sebagaimana dirnaksud pada avat [I] dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



.Jcnjang [abatan clan kepangkaran serra susunun 
kepegawaian diarur scsuai kcrernuan pcraturau perundung 
undangan. 

Paaal 27 

BAB VII 
KEPEOAWAJAN 

(1) Pada unit kerja fungsional duunjuk Sub Koordinatur 
untuk pelaksanaan rugas dan pengelolaan kegiatan. 

(2~ Sub Koordinator sebagaimana dirnaksud pada aj at ( I) 
adalah t ugas rambahan yang diberikan kcpada pcjabeu 
Iungsional yang ditunjuk. 

(3) Tugas Sub Kooroinator adatan membarnu Sekrernns 
da.n Kepala Bidang daJam menyusun pcrcm.:anan, 
pclaksanaan dan pengendahen, pemantauan clan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unu kerjanya 
sesuai lingkup rugas clan f'ungs.inya. 

{41 Pada pejabat pengawas yang ridak disetarakan, maka 
recap melaksanakan rugasrtya pada unu kcrja mtisin~ 
masing. 

Pasal 26 

oleh pimpinan unu 
wajib diolah dan 
untuk pcnyu scman 

membcnkan petunjuk 

(7) Setie p laporan yang diterima 
organisasi dari bawahannya 
dipergunakan sebagai bahan 
laporan lebih lanjut scrta untuk 
kepada bawahan. 

(8) Dalam menyarnpaikan laporan kcpada pimpinan, \\ajih 
ruenyampaikan cembusan kepada unit organisa gi Jain 
yang secara fungl)ionaJ me-mpunyai hubungan kcrja. 

(9l Dalam melaksanakan pengendalian kegiaum. setiap 
pimpinan unil orgaois.asi bcserta bawahernnya wajib 
mengadakan rapat berkala. 

maupun antar satuan organisasi di tmgkungan 
pernerintah daerah serta instansl lain di luar 
pemes-inrah daer-ah sesuai dcngan tugas rnasing-rneeing. 

{3) Setiap pirnpinan unit organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-rnasing. 

(<I) Dalam hal setelah drlakuknn pengawasan sebagairnana 
dirnaksud pada ayat {3) terjadi penyimpangan. pirrtpinan 
unn organisasi mengambil langkah-Iangkah yang 
dipcrlukan seeusn dcngan peraturan pc.-r't1ndnng 
undangan. 

(5) Seriap pimpinan unir organisasi bcrtanggung jawab 
memimpin dan mcngoordinasikan bawahan masmg 
masing dan rnernberikan birnbingau serta pctunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(6) Sctiap pimpinan unit organisasi wajib meng1kuLi dan 
mernatuhi pcurnjuk dan bcrtanggung jawab kepada 
atasan masiug-masing scrta menyiapkan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 



Pasal 32 
Pcnunjukan Sub Koordinater seuagaimana dirnukaud 
dalem Paeal 30 <Ian Pasal 31 disamping mernperharikan 

Pasal 31 
(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator. Kepala 

Dinas menunjuk Sub Koordinator yang diutarnakan 
bcrasal dari Pejabar Pungsional di lingkungan kerjunva. 

(2) Dalam haJ di lingkungan kerja Dlnas udak terdapH1 
pejabat fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk 
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordmah,r bcrdaaarkun 
kompetensi yang diburuhkan. 

(3) Dalarn hal Kepala Dinas akan mcnunjuk Sub 
Koordmator yang bcrasat dari tuar lmgkungan kcrjunv a. 
maka Kepala Dinas mengusulkan kcpada Sckrtrnns 
Daerah melatui pcrangkar daerah yang mcnemgani 
kepcgawaian. 

(4) Pcnunjukan Sub Koordmator sebagairuana dirnaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan serelah mendapat 
perserujuan dad Sckretaris Daerah. 

Posa} 30 
Pl Untuk menunjang rugas dan fungsi Kepala Bidang 

dirunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat 
Fung!-ional. 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dirnaksud parla ayt• 1 fl l. 
ditunjuk oleh Kepala Dinas dcngan mcndayagunakan 
Pejabat Fungsional sesuai dengan kornpetcnsi ) <"log 
bersangkuran. 

{3) Pcnunjukan Sub Koordimuor sebagalrnana drmaks nd 
pada ayet P) dnctapkan dengun keputueao Kepala 
Dinas. 

BABVIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

il) Dinas wajib menyusun kcbutuban jumlah dan jcrns 
jabaran ::.paratur sipit negara berdasarkan analisis 
jabaum dan analisis beban keria. 

(2) Penyusunan kebuttrhan jumloh dan jenis jabatan 
apamrur sipil negara sebagairnana dirnaksud pada avai 
( L) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
diperinci per l (saru] tahun berdasarkan pnoruas 
keburuhan. 

Pasnl 29 

Pasal 28 

.Jabatan Kepala Dinas. Sekretaris, Kepala Bidang, Kcp .. '\.IH 
Sub Bagian dan .Jabaian Pungsional di Jingkungrln Dinas 
diangkar dan diberhenrikau oleh Pejabat yang berwenang 
sesuai dengan peraturan perundang.undanga.n. 



.r: 

BABIX 
KETl,NTUAN PERALII IAN 

Pasal 36 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Pejabat Pengawas yang dilantik bcrdasarkan Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 20Ib teruang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsl. 
serta Tata Kcrja pada Dinas Pekerjaan Urnum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimanu tclah 
diubah beberapa kali ter-akhir- dengan Peraturan Bupatl 
Kendal Nomor l02 Tahun 2020 tentang Pen .. tbahan 
Kedun Ams Peraturan Bup<!ti Kendal Nomor 62 Tahun 
2016 tcntang Kedudukan, Susunan Orgorusasr, 'I'ugas 
dan Pungai, serre Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendat, berlaku 
kercntuan aebt1gai berikut : 

( l) Dinas dapat mernbentuk Unh Pelaksana 'Tckrris Daerah 
(UPTD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (11, dipimpin oleh kepala yang 
berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawah 
kepada Kepala Dinas. 

(3) Susunan orgarrisa si, tugas clan fung!-;.i serta tata kerja 
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur 
lcbih lanjut dcngan 1:>craturan Bupati. 

Pasal 34 
(l} Sub Koordinator mcmpunyai tugas membantu 

Sekretaris dan Kepala Bidang dalarn pcnyusunan 
rencana, pelaksanaan clan pengendalian, pcrnantauen 
dan evatuasi, serta pclaporan lingkup tugas dan rw1gsi 
unit kerjanya rnasing-masing, 

(2) Disamping mclaksanakan rugas sebagaimana dimaksud 
ayat (l) Sub Koordinator mcmpunyai rugas 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelornpok 
.Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas den fungsinya 

(3) Sub Koordinator dapat diberi iugas melakukan 
penilaian kincrja terhadap pelaksanaan iugas Pejabat 
Fur1gsional sesuai bidang tugas clan Iungsinya sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 35 

Pasal 33 
Pemberhenrian Sub Koordinarur dapat dilakukan oleh 
Kcpalu Dinas. 

kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga 
memperrimbangkan persyararan admim.straai. kesesuaian 
kornpetensi, kebutuhan jabatan, kincrja, pongalarnan 
pcnugasan. integritas dan moratiras serta pcrsyaratan 
obyektif lainnya. 
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BABX 
K£T£NTUAN PENUTUP 

Pasal 37 

Pada saat Pcraturan Bupau ini mu!ai berlaku Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2016 ieruang Kcdudukan, 
Susunan Organisasi, Tu,&tt:-:. dan Pungs]. serta Tata i\t·rju 
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pcnataan Ruang 
l{abup~Len Kendal [Beriia Daerah Kabupaten Kendal 'I'ahxm 
2016 Nomor 62 Seri D No. 141 scbagaimana tclah diuoah 
beberapa kali terak.hir ctengan Peraruran Bup.ui Kendal 
Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupat! Kendal Nomor 62 Tab un 2016 teruang 
Kedudukan, Susunan Orgarusasi. Tugas dan Fungsi, serta 
Tarn Kcrja pada Oinas Pckerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabt1patcn Kendal (Serita Daerah Kabupaten Kcnd11I 
Tahun 2020 Nomor I 02~ dicabut dan dinyatnkan tiduk 
berlaku. 

a. terhadap Pe;abat Pengawas yang ridak dilakukau 
penyetaraan jabatan ke daJam jabatan fungsionul 
dalam rangka penyederhanaan struktur urganisasi, 
metaksanakan rugas dan fungsinya berdasarkan 
Peraruran Bupari ini: 

b terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan 
penyetaraan ke dalam jabatan Iungsional tetap 
melaksanekan rugas dan Iungsinva sarnpai dengan 
dilakukan pelantikan yang bersangkuian kc dalam 
Pejabat Fungsional: 

t2) Pada saat Peraturan Bupati inl rnulai berJaku, maka 
Pelaksana di bawah Pejabal Pengawas yang tidak 
dilakukan penyetaraan kc dalarn jabatan fungsional 
dalam rurtgka penyederhanaan srruktur organises: 
berdasarkan Perat uran Bupat.i irri, tetap melakaartakan 
tugasnya di bawah Pejabat Pengawas yang 
bc-rsangkutan. 

(3) Pada saat Peraturan Bupati im mulal berlaku. maka 
Pclak$ana di bawah Pejabat Pcngawas yang akan 
dilakukan penyetaraan kt dalarn jabatan Iungsional 
datam rangka penyederhanaan struktur orgarnsasi 
berdasarkan Peraturan Bupati rm, melnk.sanakan 
rugasnya dcngan ketenruan sebagai berikut ; 
a. Pelaksana tetap rnelaksanakan tugasn)'EJ di b,rnalt 

Pejabat Pcngawas sampai ditakukan penyederhsnaan 
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupau irn; 

b. DaJam hal t<.!lah dilakukan penyed~1·hanaan srruktur 
organisasi sebagairnana dimaksud pada huruf a, 
maka Pelaksana metaksanakan tugas dibawah 
koordinasi Sub Koordinator. 
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Pasal 38 
Peraturan Bupati ini mulru berlaku pada tanggal 
diundangkan, 
Agar setiap orang mcngetahuinya, merneriruahkan 
pengundangan Peraturan Bupati rm dengan 
penempatan nya dalarn 6erlla Daerah Kabupaten Kendal 
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I. Bidang Pernbirraan dan Pengcndalian 
1.1 Sub Koordiuator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mcrnpunyai 1ug,~ .. !:> • 

a. menyusun program kegiaran sub koordinaror Monitoring, Evaluas1. 
dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelurnnya dan peraturan perundang-undangan: 

b. rnenjabarkan perintah atasan melalui pengkajian pcrmasalaban 
dan peraturan perundang-undangan: 

c. rnelaksauakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala 
Seksi di lingkungan dinas baik secara langsung rnaupun lid;,,tk 
langsung untuk mendapatkan masukan, inforrnasi serta untuk 
mengevaluasl permasalaban agar diperolch hasrl kcrja yang 
optimal; 

d. meneteeh dan rnengkaji peraruran perundang- undangan di bidang 
pekerjaan umum den penataan ruang serta regulasi scktoral 
terkait lainnya guna mendukung ketancaran pelaksanaan iugas: 

e. menyiapkan bahan penyusunan pctunjuk ieknis, ptlUI ljU k 
pelaksauaan, dan naskah dinas sesuai lingkup u..1.ga~nya gunu 
rnendukung kelancaran pelaksanaan kegiaran; 

f. melaksanakan koordinasi percncanaan program kegiata n dan 
anggaran: 

g. rnelaksaneken koordinasi dengan unit kerja terkau dalurn rangka 
analisis clan peni!aia.n pe-lekaanaan program dun anggaron. 

h. rnenyrapkan konsep analisa harga satuan pekerjaan di bidang 
pekerjaan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku: 

1. rnenyiapkan bahan clan rnenyusun konsep Laporan Keierangan 
Penanggtrngjav.raban Bu pati (LKPJ), Laporan Kincrja I nst:.1n,:.i 
Pemerinrah (LKjlP), Evaluasl Kinerja Pc-mbangunan Oaerah IEKPO). 
Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran rrePRA). 

J, melaksanakan monitoring, eveluasi dun pengendalian kuallras 
pelayanan publik dan tata laksanu; 

k. penyusunan data dan mformass kerersediaau r penggunaan 
material dan peralatan: 

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA 
DINAS P£:;KERJAAN UMUM DAN PEN!\TAAN RUANO KABUP!\TEN KENl)A~ 

U\MPIRAN II 
l'ERATURAN su PATI li.E:N DAL 
NOMOR 80 TAI-IUN 2021 
TEN TA NC 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI. 
TUG1\S DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.IA 
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEND!\l 
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rnetaksanakan kegiatan; 
e. menyiapkan bahan pcnyusunan perunjuk reknls, pcrunju k 

pelaksanaan, dan naskah dinas scsuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelanceran pclaksnnaan kegiatnn: 

f. meleksanakan pengujian dan mernberikan rekornendasi uji bahan 
dan hasil konstruksi yang rnerncnuhi ::,yarat teknls di bidang 
pekerjaan urnum: 

g. melaksanakan perneliharaan dan pcmanfaatan alat laboratonum: 
h. mengeloJa kegiatan pengujian reknis seauai dengan Standar 

Nasional Indonesia atau aturan yang berlaku: 
1. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiaran pengendalian 

mutu dan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka ketancnrnn 
pelaksanaan rugas: 

j. rnelaksanakan inveruarisasi dan pendataan permasalahan bidang 
pengujian rnutu sebagai bahan evaluasi pelaksanaan keg:alan: 

k. melaksana.kan ko,ordinasi dengan unit kc::rja yang melnksanakan 
ru ngsi la ya nan pengadaan dan Lay a.nan Pengadaan St.'(;t'JT~l 

scsuai 
uruuk 

unda.ngan 
pedoman 

u. 

l.2 Sub Kcordinator Pengendalian Mutu dan Pernbinaan .Jasa Konstruksi 
mempunyai iugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 

Pengendalian t-.•lutu dan l~cmbinaftn .Jasa Konstruksi berdasarkan 
peraturan pcrundang-undangan dan hassl evaluasi kcgiatan tahun 
sebelurnnya sebagei pedomau pelaksanaan rugas; 

b. menjabarkan pcr-irrtah pimpinan rnelalui pengkajian permasalahau 
dan peraturan perundang-undangan agar petaksanaan tugas 
bcrjalan efektif dan erisien: 

c, melaksanakan koordinasi dan konsulrasi dengan instansi rerkau 
baik vertika] maupun horizoruat umuk mendapaikan infonnasi. 
masukan. serta datarn rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelakeanaan tugas: 
menelaah dan mengkaji pcraturan perundang 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau 

I. menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar Operastonal 
Proscdur (SOP) kegiatan sub koordinator Moniwring, Evefuasi, dan 
Pelaporan untuk pernngkatan kualitas petayanan publil<: 

m. mclakeanakan pernaruauan dan evaluasi pelaksanaan kcgiatan 
sub koordinaior Monitoring. Evaluasi dan PcJaporan .dcngan cara 
rnengukur pencapaian program kerja yang relah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan undak lanjut; 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiaian kepada pimpinan sebagai 
wujud akuncabitiras dan transparansi pclaksanaan keglatan; 

o. menyampaikan saran clan perumbangan kepada pirnpinan baik 
lisan maupun ter-rufis berdasarkan kajian agar kegiaran lx .. rjfl Ian 
lancar sens untuk menghindcri penyimpangan: dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan Jain dari pirnpinan sesuai dcngan 
tugas dan Iungsi unil kerjanya. 



1.3 Sub xoordtnarcr Peralatan mcrnpurtyai rugas : 
a. menyueun rencana dan program kcgtatan :sub koord\nator 

Peralatan berdasarkan peraruran perundang- undangan dan hasil 
cvaiuasi kegiatan tahun sebelurnnya seoagai pedornan 
pelaksanaan rugas: 

b. menjabarkan perintah pirnpinan rnclalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelakaanae n rugas 
berjalan efektif dan eflsien: 

c. rnetakeanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi ierkau 
baik vertikal rnaupun horizontal uruuk mendapatkan informast, 
masukan, serta dalarn rangka slnkronisasi den harrnornsasi 
pelaksanaan iugas; 

d. rnenelaah dan mcngkaji peraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedornan untuk 
melaksanakan kegiatan: 

e. menyiapkan bahan penyusunan pctunjuk teknis, pctunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup iugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan~ 

f. menginvcntadsasi l<ebutuhan perala.tan. sarana d;3n pr~tsanin''IO di 
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang clan 
jasa Dinas sesuai dengan peraruran perundang-undangan: 

I. melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan tentang jasa 
konsrruksi di bidang pckerjaan urnum dan pcnataan ruang; 

m, mclaksanakan pelatihan den fasilitasi sertiflkesl tenaga tcrarnpil 
konstruksi; 

n. melaksanakan pengelolaan operasionat dan penyediaan pcrangkai 
pendukung layanan infonuaei jasa konsu-ukai; 

o. rnenyediakan data dan informasi proyek, Bidang PUPR yang dapat 
dllaksanakan dengan skerna KPDBU, profil dan tertib 
pcnyclenggaraan pekerjaan kcnsu-uksi, kecelakaan kerja dan 
kegagalan bangunan konstruksi: 

p. menyiapkan bahun penyelenggaraan petatihan uruuk Pl·nn1gkawn 
Kapasitas Administrator SIP,JAKI; 

q. melaksaoakan bimbingan reknis . pengawasan dan evaluasi 
tcnr.a.ng Tertib Ueaha, Tertib penyclenggaraan. dan Tertib 
pemanfaatan .Jasa Konstruksi; 

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kcgiatan pada sub koordinator Pengendalian Muru 
dan Pembinaan -Jasa Konsrruksi untuk peningkatan kualitas 
pcla_yanan publik; 

s. mcnyusun Japoran pelaksanaan kegiatan kepada ptrnpman sebagai 
wujud akuntabilitas den transparansi pelaksanaan kegiaran: 

r. rnenyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
Iisan maupun tcrtulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
laucar serta unruk menghindari penyimpangan: dan 

u. melaksanakan iugas kedinasan lain dari pimpinan scsuai dengan 
iugas dan Iungsi unit kcrjanya. 
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6 
g, 

rnelaksanakan lnveruarisasi clan pendataan permasaluhan scksi 
survey dan pcrcncanaan bina nuuga sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan; 
rnenyiapkan bahan dan mclaksanakan kcgie.tan survev <l.;1n 
pcrcncanaan tcknis dala.rn rangka rnenyusun rencana leknis 
kebinamargaan; 

f. 

e. 

cl. 

c. 

b. 

rnenyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Survey 
dan Pcrencanaan Bina Marga bcrdasarkan peraturan pcrundaug 
undangan dan basil evaluasi kegiatan tahun sebelumnva sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
rnenjabarkan periruah pirnpinan melalui pengkajian permas .... lahan 
dan pcraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efcktif dan eflsien; 
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi rerkait 
baik vertikal maupun horizontal unruk mcndapatkan lnforrnasr. 
masukan, serta dalarn rangka sinkronisasi dan harrnonisasi 
pclaksanaan rugas; 
rnenelaab dan mengkajl peraturan perundang- undanaan scsuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedornan uniuk 
rnclaksanakan kcgiatan: 
menyiapkan banan penyusunan petunjuk tcknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naska h dinas sesuai lingkup iugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan: 

a. 

2. Bidang Bina Marga 
2.1 Sub Kcordinator Survey dan Perencanaan BlJltl Mrug.a mcrnpunyai iugas : 

g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengadaan 
pcrelatan, sarana dan prasarana dan perneliharaan pcralaran di 
bidang pekerjaan urnum dan pcnataan ruang; 

h. rnenyiapkan bahan rencana kebutuhan peralatan d1 bidang 
pckerjaan umurn dan penataan rueng; 

1. melaksanakan pemeliharaan peralatan di tingkungan Dinas; 
J. mclak:sanakan proses Pengadaan A1al Besar; 
k. menyiapkan bahan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 

pemefiharaan dan perizinan alat besar; 
I. menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar Operasional 

Prosedur (SOP! kegiatan sub koordinator Peralatan uruuk 
penrngkatan kualitas pelayanan publik; 

m. melaksanakan pcmarna'uan dan evaluasi pefaksanaan kcgiaian 
sub koordmator Peralsnan dengan cara mcngukur pencapaian 
program kcrja yemr; telah dieuaurt um.uk bahan laporsm den 
kebijakan tindak lanjut; 

n , menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada pimplnan scbagai 
wujud akuruabilitas dan transparansi pclaksanaan kegistan: 

o. menyamparkan saran dan pcrtimbangan kcpeda plmpman baik 
lisan maupun tertulis berdaaarkan kajian ,:1.~r kegiaian bcrjalan 
la near scrta unruk menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksaoekan tugas kedinnsan Jain de ri prmpirran sesuai dengan 
tugas dan fut)gsi unit kerjanya. 



kompet.ensinya scrta membenkan arahan baik secara lisnn 
maupun rerrulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsuttast dengan instansi ierkah 
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapaikan mrormasi. 
masukan, scrta dalarn rangka sinkronisasi dun harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e, rnenetaah dan mengkaji peraruran per undang- undangan sesuai 
lingkup rugasnya scbagai bahan atau pedornan untuk 
rnelaksanakan kegiatan; 

r. menyiapkau bahan penyusunan pctunjuk tcknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup 1ugasnya gunH 
mendukung kelancaran pelaksa.naan kegialan; 

rugas bawahan scsuai dengan jabaran dan c. membagi 

2:2 Sub Koordinatcr Pembangunan -Jalan dan .Jernbatan mempunyai iugas · 
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 

Pembangunan Ja1a.n dan .Jernbatan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evatuasi kcgiatan tahun 
sebeJumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pcn&J<ajion permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelakaanuan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

n. mcnyiapkan bahan dan mcnyusun konsep Standar Operasronal 
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Survey dan Perencanaan 
Bina Marga untuk peningkaten kualitas pelayt:trian publik; 

o. rnelaksanakan pemamauan clan evaluaei pelaksanaan kegiatan 
sub koordinatcr Survey dan Perencanaan Bina Marga dengan cara 
mcngukur pencapaian program kerja yang tclah disusun uruuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegia(a n kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabifitas clan rransparansi pelaksanaan kegiaran; 

q. rncnyarnpaikan saran dan perlimbangan kepada pimpman baik 
lisan maupun tcrt ulis berdasarkan kajian agar kegiaian oeriaian 
lancer serta untuk mengmndari penyimpangan: clan 

r. rnelaksanakan iugas kcdinasan Jain dari pimpinan se:mai rlengan 
rugas dan tungsi unit kerjanya. 

pengawasa n dan 

h. rncnginvcmarisasi dan menyusun data jumlah jalan nasional, 
provinsi, kabupatcn yang ado di wilayah Daerah; 

1. menyusun lapurart hasil survey dan percncanaan bina marga 
sebagai dasar pcngambilan kebijakan undak lanjut; 

J. fasilitasi penyusunan rencana, kebijakan. dan stratcgi 
pengernbangan jaringan jalan serta perencanaan teknis 
penyelenggaraan jalan clan jembatan: 

k. melakaaraakan pengelolaan leger jalan; 
I. rnelaksanakan survey kondis! jalanyjernbatan: 
m mela ksanakan pemantauan evaluasi, 

penyetenggaraan jalan/ jernbatan, 
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sesuai 
untuk 

menelaah dan mengkaji pcraturan perundang- undangan 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman 
rnelaksanakan kcgiatan: 

d. 

2.3 Sub Koordinator Perneliharaan Jalan dan .Jernbaian mernpunyai tugas : 
a. rnenyusun rencana clan program kegiatan sub koordinator 

Perneliharaan .Jalan dan .Jernbatan berdasarkan perarurun 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatart iahun 
sebelurnnya sebagai pedoman pelaksanaan rugas: 

b, menjabarkan perinrah pimpinan mclalui pc.ngkajinn perrnasalahan 
dan peraruran perundang-undangan agar pclak sartaan rugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsuttasi dengan instansi terk~i1 
baik vertikal rnaupun horizontal untuk mendapatkan mformasi, 
masukan, scrta dalam rangka sinkronisasi dan harrnontsasl 
pelaksanaan tugas: 

kabupaien: 
m metaksanakan invcruarisasi dan pendataan pcrmasa1ahan sub 

koordinator Pernbangunan Jalan dan .Jembatan dalarn rangka 
pengawasan dan pengendalian petaksanaan kegiatan: 

n. rnenyiapkan bahan clan menyusun konscp Standar Operasional 
Proscdur (SOP) kegiaran sub koordinator Pembangunan Jalan clan 
.Jembatan untuk penlngkatan kualitas pelayanan publik; 

o. melaksanakan pcrnantauan dan evaluasi pelaksanaan kcgiatan 
sub koordjnaror Pernbangunan .Jalan clan .Je mbatan dcngan cara 
rnengukur pencapaian program kerja yang ielah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan undak lanjut, 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pirnpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan rransparanei pclakeanaan kegiaian; 

q. menyarnpaikan saran dan perurnbangan kepeda pi r npinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancer- serte urnuk menghindari penyirnpangan ; dan 

r. melaksanakan rugas kedinasan lain darl pirnpinan scsuai dcngan 
tugae dan Iungsi unit kerjanya. 

darurat oencana/tanggap penanggulangan melaksanakan I. 

rekonstruksl don. melaksanakan fi.1silitasi pembangunan, 
rehabilitast jalan kabuparen; 

k. melaksanakan pernbangunan, pengga.ntian dan pelebaran 
jembatan kabuparen: 

j. 

dalam rangka menyusun 
kegiaian pelaksan•an menyiapkan bahan koordinasi 

Pembangunan Jalan dan Jernbatan 
rencana t.eknis kebinamargaan: 

,. mengoordinasikan dan memantau kcgiatan teknis pembangunan 
jalan dan jembatan: 

h. 

g. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pembangunan jalan dan 
jernbatan; 



3. Bidang Surnber Daya Air 
3. J Sub Koordinator Survey dan Pcrcnca.naan Surnbe1· Daya Air mempunyui 

rugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Survey 

dan Perencanaan SUmber Daya. Air berdasarkan peraruran 
perundang-unrlangan dan hasil evehaaai kcgtaran rahun 
sebelumnva sebagai pcdornan pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan perintah pirnpinan melalui pengkajian perrnasalahan 
dan perau ... u-an perundang-undangan agar pelakaanaan 1ugfl:,":; 

berjalan efektif dan cfisie n; 
c. metaksanakan kccrdmasl don konsulrnsi dcngan instansi rerkait 

baik vertikal rnaupun horizontal uruuk mendapatkan mformasi, 
masukan, eerta dalarn r-artgka sinkromsas! dan harmomsass 
pelaksanaan tugas: 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pctunjuk 
pelaksanaan, dan naskab dinas sesuai Jingkup iugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan: 

f. menyiapkan bahan fasilitasi kcgiatan pemehharaan jalan clan 
jembatan; 

g. menyiapkan bahan koordinasi pela ksanaan kegiatan pcmeliharaan 
jalan dan jembatan dalarn rangka meuyuaun rencana rekrns 
kebinamargaan; 

h. melaksanakan inventarisasi dan pendaiaan permasalahan dalarn 
rangka pemeliharaan jalan dan jembaian; 

i. melaksanakan monitoring jalan dan [ernbatan secara bcrkala guna 
mengetahui kondisi rlil scbagai bahan pcrencanaao kcgiaran 
pcmeliharaan rutin: 

J· rnemfaeilitasi dan melaksanakan pemehharaan berkala dan 
perneliharaan rutin .Jalan ksbupaten : 

k, memfasilitasi dan mclaksanaken perneliharaan Ruun, 
pemeliharaan berkala dan rehabilitasi .Jernbatan kabupaicn: 

1. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kcgiatan pada sub koordinator Pemeliharaan Jalan 
dan .jembatan unruk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

m . melaksanakan pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
sub koordinator Perneliharaan Jalan dan Jembatan dcngan earn 
mengukur pcncapalan program kerja yang telah disusun uruuk 
bahan la po ran dan kebijakan tindsk lanjut: 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan iransparansi pelaksanaan kegiaian; 

o. menyampaikan seran dan pcrurnbangan kepada pimpman baik 
h:;,an rnaupun terrulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar scrta uruuk mcnghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan iugas kedinasan lain dad pimpinan sesuai clengan 
mgas dan Fungai unit kcrjanya. 
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3.2 Sub Koordmator Pembangunan .Jarlngan lrigasi dan Sungai mernpunyai 
tugas: 
a. menyusun rencana clan program kegiatan sub koordinator 

Pcmbanguoan Jatingan trigasl dsrn Sungai berdasarkan peraruran 
perundang-undangan clan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebclumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas: 

d, meuelaah dan mcngkaji pcraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedomau untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, perunjuk 
peleksanaan. dan naskah dinas sesuai Jingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan: 

I. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasatahe o keglatan 
survey dan pcrencanaan sumber dava sur sebagai bahan evetuasi 
pelaksanaan kegiaran; 

g. menyiapkan bahan dan rnclaksartakan kegiatan survey dim 
pcrcncanaan teknis dalam rangka rncnyusun rcncana teknis 
sumber daya air; 

h. menyusun Rencana Tcknis dan Dokurncn l.ingkungan Hidup 
uruuk konstruksl irigsl, bendung, embung, bangunan penarnpung 
air lainnya, dan bangunan konstruksi air tanah dan air baku; 

i. menyusun pola Rencana Pcngelolaan Evaluas! dan Rekornendasi 
Teknis [Rekomtek) pemanfaatan SDA \VS Kewenangan Daerah: 

J memfasilitasi kegiatan rehabilitasi pintu air/ bendung pengendali 
banjir; 

k. mclaksanakan pernbinaan, pernberdayaan koordinasi den 
sinkronisasi peningkatan kapasitas kclcmbagaa.n pengelolaan Sl)A 
kewenangau Dae rah; 

I. metsksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irsgaai; 
m. melaksanakan clan rnemfasilitasi pengelolaan hidrolog, dan 

kualitas air wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota: 
11. rnclaksanakan monitoring kegiatan bidang surnbcr daya air; 
o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Opcrasional 

Proeedur (SOP) kegiatan sub koordinator Survey den Perencanaan 
Sumber Daye Air untuk peningkatan kualitas petayaoan publik, 

p. metaksanakan pemantauan dan evah . .lasi pelaksanaan kegiatan 
sub knordinator Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air dcngan 
cara mengukur pencepaian program kerja yang telah disusun 
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

q. menyusun taporan petaksanaan kegiatan kepada pimpman sebagai 
wujud akuntabiliras dan u-ansparansi pelaksanaan kegiaian: 

r. rnenyampaikan saran dan perurnoangan kepada pirnpman bark 
lisan maupun tcrrutis bcrdasarken kajiau £1gar' kegiatau bcrjelan 
lancar scna untuk menghtndarr pcnyimpaugan; dan 

s. rnelaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpman scsuai dengan 
rugas den fungsi unit kerjanya, 
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b. menjabarkan perintah pimpinan melahri pcngkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan rugas herjalan efektif dan efisten; 

c. rnelaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
Uo.ik vertikal maupun horizontal untuk rnendapatkan informasi. 
rnasukan, serta dalarn rangks sinkronisasi dan harrnonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menclaah dan uiengkajl pcraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup ruga.snya sebagai bahan atau pcdoman uruuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahs n penyusunan petunjuk ceknis, petLU1JUk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelakeanaan kegiatan: 

C menyiapkan bahan fasililasi kegiaran pcmbangunao jariugan 
irigasi dan sungai melalu: penycdiaan, penggunaan. 
pengernbangan dan pengusahaan jarmgan lrigasi yang direrapkan 
pads. seriap wilayah sungai; 

g menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiaran 
pernbangunan jaringan ingasi dun sungai dalam rangka 
mcnyusun rencana ieknis pembangunan jaringan ingasi dan 
sungai di Daerah; 

h, rnernfaailitaai pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan 
sungai melalui konsultasi pubhk, survey, invesrigasi, dan 
perencanaan serta berdasarkan kelayakan reknis, lingkungan 
hidup, dan ekonomi: 

L menyiapkan bahan rekomendasi kepada badan usaha atau 
pcrseorangan sesuai pcreturan perundang-undangan. 

J. memfasilitasi pemba.ngunan tanggul sungai, bangunan perkuatan 
,~bing, pintu air/ bendun_g pengcndali banjrr, staaiun pompa 
banjir dan chek dam; 

k. memfaailitaai kegiatan rehabilirasi ernbung, sumur air ianah 
unruk air baku, unit air beku , tanggul sungai, bangunan 
perkuatan tebing, srasiun pompa banjir, polder kolam rerensi. dan 
chek darn; 

l rnemfasilitasi kegiatan pcningkatan tangguJ aungai. bangunan 
perkuatan teblng, pinru air/ bcndung pcngendah banjir, stasiun 
pompa banjir, dan chek da .. m: 

m, melaksanakan kegiatan normalisasi/ Rcstorasi Sungai: 
n. memfasilitasi pembangunan infrastruktur pelindung mata air. 

jaringan irigasi pcrmukaan, bendung lrigast. jaringa n i rigasi 
tarnbak, dan sumur jaringan irigasi air tanah: 

Q memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan rehabiluasi bendung 
irigasi. jaringan irigasi tarnbak, sumur jaringan irigasi air tanah, 
dan jaringan irigasi air tanah; 

p. rnemfasilitasi kegiatan peningkatan jaringan irigas1 pcrmukaAn, 
bcndung idgasi. Jaringan irigasi tamba.k, stunur jaringun irig,\sl 
air tanah, dan jaringan iri_ga$i air t.anah; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsc.p Standar Operasional 
Prosedur (SOPI kegiatan sub koordinator Pemba11gunan Ji,ringan 



3.3 Sub Koordinaror Opereei Pcmetiherasm lrigasi dan Konservasl Surnber 
Daya Air mempunyai rugas : 
-a. mcnyusun rencana dan program kegiatan sub koordinaror 

Operas! Perncliharaan lrigasi dan Konservasi Sumber Daya Air 
berdasarkan peraturan perundang- undangan da» hasil cvaluasi 
kcgiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 

b. mcnjabarkan perinrah pimpinnn melaf ui pengkajian 
perrnasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien: 

c. rnelaksanakan koordinast dan konsultasi dcngan instansi ierkau 
baik vertikal maupun horizontal untuk rnendapatkan inforrnasi. 
masukan, serta datam rangka stnkronisast dan harrnnnisasi 
pelaksanaan cugas: 

d. rnenetaa h dan rnengkaji pereruran perundang- undanga« sesuar 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksa nakan kegiatan; 

e, rnenyiapkan bahan pcnyusunan pcu.mjuk tekuis, perunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan: 

I, menyiapkan bahan ra~ilitasi kcgiatan Opcraei Pemcliharnan 
togas! dan Konservasi Sumber Daya Air melalui kegiaran 
pcrhndungan dan pelestarian sumber air. pengawetan air, serta 
pengelo1s.an kualiras air dan pengendalian pcncernaran air denp:1:1n 
mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang diietapkan 
pada setia p wilayah sungai: 

_g. melaksanakan kegiatan operasi perneliharaan jaringan irigasi da.n 
suogai sesuai dengan ketcnruan yang berlaku: 

h. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan konservasi 
sumber day a air dalam rangka menyusun rencana tek nis 
pengelolaan surnber daya air; 

1. memfasilitasi pelaksanaan upaya perlindungan dan pelcr..arian 
sumbcr air meialui kcgiatan pcmeliharaan ketangsu.ngan rungsi 
resapan air dan daerah ta.ngkapan air. pengendttlian pcmanfaatan 
sumbe1· air, pcngisian air pada sumbcr air~ 

J· melaksanakan penga,uran sarana dan prasarana sanil<.lsL, 

t 

lrigasi dan Sungai untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 
r. melaksa.nakan pemanrauan dan evaluasi pelaksanaan kcg.atan 

sub koordinator Pernbangunan .Jaringan lrigasi dan Sungai 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang Lelah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjur: 

s, menyusun laporan pclaksanaan kegintan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan tranepararrsi pelukeanaan 
kegiaran: 

t menyarnpaikan saran dan perurnbangan kepada pirnpinan baik 
lisan maupun tertuns berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta umuk mcnghindari penyirnpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya 



perlindungan sumber air dalarn hubunganya dengan kegiatan 
pembangunan den pernanfaatan lahan pada sumber air, 
pcngendalian pengelolaan tanah di daerah hulu, seria pengaturan 
daerah resapan sumber air; 

k. mernfasiiitasi pelaksanaan upaya pengawetan alr dcngan cara 
menyimpan air yang bertebihan di saat hujan uruuk dapar 
dimanfaatkan pada waktu diperlukan. upaya pcnghomatan air 
dengan pernakaian yang efisien dan cfekuf', mcngcndahkan 
penggunaan air tanah: 

J. rnemfasunasi pclak sartaan upaya pengelolaan kuelitas air dc ngan 
cara mcrnper'baiki kualitas air pada surnber air dan prasarane 
surnber daya air; 

m. memfasilitasi pclaksanaan upaya pengendalian penccrnaran air 
dcngan cara menccgah masuknya pencemaran air pada sumber 
air dan praaarana surnber daya air; 

n. mengawasi orang atau badan usaha yang melakuka n kegiaian 
yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarenanya. 
menggangu upaya pengawetan air, dan mengakibatkan 
pencemaran air; 

o. melaksanakan opcrasi dan perneliharaan bendungan, be:ndung 
irigasi dan infrasr.ruktur unruk meHndungi mata air; 

p. rnelaksanakan operas: dan pemeliherean embung dan 
pcnarnpung air lainnya, em bung air baku dan umt air haku: 

q. rnelaksanakan operasi dart pcrneliharaan sungai. tanggul dan 
tebing sungai; 

r. metaksenakan opcraai dan pemeliharaan stasiun pompa air, 
polder/kolam retcnsi dan chek dam: 

s. melaksanakan operasi dan perncliharaan jaringan Ingasi 
permukaan. jaringan irigasi tambak, unit pengclola irigasi. sumur 
jarmgan irigasi air tanah danjaringen irigasi air tanah: 

t. mcmrastltrasl kegiatan rehabllitasi jaringan irigasi permukaan: 
u. menyia pkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Operasi Pemeliharaan 
lrigasi dan Konservasi Strmber Daya Air untuk pertingkaran 
kualnas pclayanan publik; 

v melaksanakan pernantauan dan eval uasi pelaksanaan kegiatan 
sub koordinator Operasi pemeliharaan lrigasi dan Konservasi 
Sumbcr Daya Air dengan cara rnengukur pencapaian program 
kerja yang tela h disusun uruuk bahan laporan dan kebijakan 
tirtdak lanjut: 

w. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan rransparansi pelakaanaau 
kegiaian: 

x. mcnyarnpaikan saran da.n pernrnbangan kepada pimpinan beik 
Hsan rnaupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan bcrja1an 
lancar sorta untuk menghindan peuyunpangan; dan 

y. melaksanaka.n tugas kedinusan lam d;in p1mpinan scSUAi dengan 
tuga!-t dan fungsi unit kerjany~. 



·f. Bidang Cipta Karya 
4.1 Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Cipta Karya mempunyai 

tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Survey 

dan Perencanaan Cipta Karya bcrdasarkan peraturan perundang 
undangao clan hasil cvaluasi kegiatan tahun sebelurnnva sebagai 
pedornan pelaksanaan rugas: 

b. menjabarkan pcrinrah pimpinan melalui pcngksjian 
permasalahan dan peraturan perundang-undaugen agar 
pelaksanaan rugas berjalan efektif dan efisicn; 

c. melaksanskan koordinasi dan konsultasi dengan Inatansi terkait 
balk vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalarn rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaau iugas: 

d. rnenelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup iugasnya sebagai banan atau pedornan uruuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pcrunjuk 
pclaksanaan, dan naskah dinas sesuai hngkup rugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiaian; 

r. rnembuat desam awal konstruksi, pcrhitungiln kekuetan 
kousrruksi, rencana bia.ya/<:s.Limasi biaya pembangurtan dan 
pemeliharoan bangunan serta gcdung milik pcrneriru.ab dacrnb 
sesuai dengan pedornan teknis pembangunan bangunan geduna 
negara beserta prasarana lingkungannya: 

g. mt:laksanakan penelitian, analisa, dan verifikasi perencanaan 
kostruksi yang dibuat perangkat daerah; 

h. melaksanakan kegiatan penelitian/survey harga dan jenis bahen 
hangunan yang dipergunakan; 

1. rnelaksanakan survey, penelitian dan pengksjian dokume-n ieknis: 
J. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiaran pembangunan 

dan peningkatan pcmcliharaan bangunan dan gedung mihk 
pernerintah Daerah scrta perrnukirnan dan sarana prasarana 
lingkungannya: 

k. Iaailitaai penyusunan Rencana, Kebijakan, StrtttCgJ dan Teknis 
sisrem Drainase Pcrkotaan dan lingkungan: 

I. Iasilitasi penyusunan Rencana. Kcbijakan, Sln:ueg,i dan 'Tckrus 
Sistern Pcngdo1aan Air Limbah Domestik daJarn Dacrah 
Kabtrpaten: 

rn. rnelaksanakan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan serra 
Iasilitasi baruuan Teknis Pembangunan Bangunan Oedung Negara 
Daerah Kabupaten/Kota 

1"1. penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan: 
o. menyiapkan bahan dan rnenyusun konsep Standar Operasional 

prosedur (SOP) kegiatan sub koordinaior Survey dan Pcrcncanaan 
Cipia Karya untuk peningkatan kualiras pelayanan publik, 

p. melaksanakan pemuntauen dan evaluasi pelaksa.naan kegiatan 
sub koordinator Sul'vey dan Perencanaan Cipw Kary~ dengan 



4.2 Sub Koordinator Bangunan Gedung mernpunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 

Bangunan Gedung berdasarkan peraturan peru ndang- undangan 
dan hasil evaluasi kegiatan tahun scbclurnnya sebagai pcdoman 
pelaksanaan tugas; 

b. meniabarkan perintah pimpman melaiu, pengkajian 
permasafahart dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan cfckt.if dan cfisien; 

c. melaksanakan koordinasi don konsukasl dengan Instansl terkalt 
baik, ver-tika! maupun hcrizorual uruuk mendapatkan infor'masi , 
rnasukan, serta dalam rangka slnkronisasi dan herrnonisasi 
pclaksanaan rugas: 

d. menelaah den mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedornan untuk 
rnclaksanakan kegialan: 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, perunjuk 
pelaksanaan, dart naskah dinas sesuai lingkup iugasuya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kcgiatan; 

r. rnenyiapkan bahan rekorncndasi pemberian Izi» rncndlrikan 
bangunan (HvlB) dan sertifikasr laik rungsi bangunau gedung 
scsuai peraturan pcrundang-undangan; 

g. melaksanakan pcnataan bangunan dan lingkungan sesu.ri ctcngan 
perau . rran perundang-undangan; 

h, melaksanakan penyetenggaraan bangunan gedung yang mcnjarnin 
keandalan teknis dari sisi keselamaian, kesehatan, kcnyamanan. 
dan kemudahan serta fungsi bangunan gedung sesuai dcngan 
peruntukan lokasi yang diatur dalarn peraruran perundang 
undangan, 

i. meleksanakan pengawaean pernbangunan gcdung setclah 
rencana teknis bangunan gedung diserujui Pernerlmah Dacrah 
dalarn benruk lzin Mendirikan Bangunan (IMB); 

J, ruengoordinasikan kegiatan pengesahan rcucana teknis bangunan 
gedung untuk kepent.ingan urnum; 

k. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam penctapan 
sanksi administratlf bagi pemilik dan/atau pengguna yang lidak 
memcnuhi kewajiban pcmenuhan fungsi, dan/atau pt:n\iyarawn. 
dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung; 

cara mengukur pencapaian program kerja yang tclah di$u:-:;un 
untuk bahan laporan clan kebijakan undak lanjut; 

q. menyusun 1aporan pclaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas den rrnnsparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
Iisan maupun teriutts berdasarkan kajian agar kegiatau berjalan 
lancar sorta untuk menghindari penyimpangan; dan 

s. meteksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya 
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4.3 Sub koordinator Pcnyehatan Lingkungan mempunyai tugas : 
a. mcnyusun rencana dan program kegiatan sub koor-dinatcr 

Penyehatan Lingkungan berdasarkan perarurau pcru11dant;· 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun scbelumnya scoagai 
pcdoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkaj1an 
permasalahan dan peraruran perundang-undang.:ln agar 
peleksaoaen rugas berjalan eiektif dan efisien; 

c. mctaksanckan koordinasi dan konsultasi dcngan instnnsi terkau. 
balk vertikal maupun horizontal unrck mcndapatkan mforrneer. 
masukan, serta da1am rangka sinkroni~:,i dan hs rmorusaai 
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r. melaksanakan fasilitasi rehabilitasi, Renovasi dan Ubanauai 
Bangunan Gedung unruk Kepentinga.n Strategis Dacrah; 

s. melakaannkan faailitaai pendaftaran Huruf Oa.ftar Nomor P·IDNo) 
Bangunan Oe:dung Negara; 

t. melaksana.kan penyusunan regulasl terkau Bangunan Ccdung 
Daerah; 

u. menyia.pkan bahan clan menyusun konsep SUandar operasionat 
Proscdur !SOP) kegiatan sub koordinator Bangunan Gedung 
untuk peningkatau kuaiitas pelayanan publik: 

v, melaksanakan pemantauan dan eveluasi pelaksanoan keg1*1TAn 
sub koor-dinator Bangunan Gedung dengan cara mengukur 
pencapaten program kerja yang telan disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

w. rnenyU.$W1 laporan pelaksanaan keg.hn.an kepada pimpirtan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparanst pelaksanaan 
kegiatan; 

x. rnenyarnpaikan saran dan penimbangan kepada prmpinart baik 
lisan rnaupun tert.ulis berdasarkan kajtan agar kegiatau bcrjalau 
lancer serta unruk menghindari penyimpangan: dan 

y. me1aksanakan tu gas ke<linasan lain dart pimpman sesuai dengan 
rugas dan Iungsi unit keriaoya. 

percncanaa n, pembangunan. 
pem<::liharaan dan p(.'rawatan q. 

I. rnengusulkan banguoan gedung yang dapai dibongkar 
berdasarkan kajian teknis; 

m. melaksanakan pemberdayaan maayarakat dalam penataan 
bangunan dan jtngkungan; 

n. mdaksanokan fusilitasl pcnataan dan pemetiharaan bangunan 
dan lingkungan; 

o. inelak$anaka.n Iasilitas] penyelenggaraan pcnerbilan lzi n 
Mendirikan Bangunan (IMB), Sertiftkat Laik F\mgsi (SLF}, peran 
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (1'1\BG}, Pendataan Bangun•n 
Gedung, serta tmptememasi SIMBO; 

p. melaksanakan pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rurnah 1'ing,gaJ 
1\mggal dan Rurnah Deret dalarn rangka Pcnerbitan Sertifikat 
Lail< P'ung$l~ 
melaksanakan Iaailiraai 
pengf,lwasan, pernanfaatan. 
bangunan gedung Daerah; 



pelaksanaan tugas: 
d. rncnelaah dan mcngkaji peruturan perundaug- urtdartgan sesuai 

Hng.kup rugasnya sebagai bahan atau pcdoman untuk 
melaksanakan kegiatan: 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknts, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatarr; 

f. rnclaksanakan pengelolaan dan pen gem bangan Si stem 
Pengelolaan Air Minum (SPAM); 

g. melaksanakan pengelolaan dan pcngembangan sistern oir limbah 
domcstik: 

h . melaksanakan pengelolaan dart pengernbangan system drainase 
yang tcrhubung dengan sungai; 

t. menyiapkan bahan kegiatan pengurusan proses dan pcngelolaan 
tinja rurnah tangga; 

J· merencanakan dramase, rcsapan air limpahan, skala Daerah; 
k. metaksanakan supervisi penataany pcmchhar-aan bangunan dan 

lingkungan, sistem drainasc perkotaan dan pembangunan/ 
peningkatanj' rchabiluasl sistem drainase lingkungan; 

l. melaksanakan rasnnasi Peningkatan dan rchabilitasi Saluran 
Dralnase Perkotaan dan lingkungan; 

m. melaksanakan fasi1i1a.si penyediaan Sarana Sistcrn Drainasc 
Ltngkungan dan perkotaan: 

n. rnelakaankan pcmbinaan Teknik Sistcm Dr-ainaae Pcrkotaen dan 
lingkungan; 

o. melaksanakan supervisi pembangunan/ rehabilitasr/ 
peningkatanj' perfuasan Sistern Pcngclolaan A1r Lunbah Domesrik 
Terpusat Skala Kora: 

p. melaksanakan fasrlitasi pembangunan/ penyediaan sister» 
pengelolaan air lirnba.h terpusat skala kota dan sub sistern 
pengolahan setempat: 

q. melaksanakan operas! dan perneliharaan Sistem Pengelolaan Air 
Limbah Domestik; 

r. melaksanakan Jasilitasi rehabi1itas1/ peningkak1..n/ pertuasun 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesuk Terpusat Skala Kora dun 
skala permukirnan; 

s. melaksanakan pernbinaan tcknik, sosialisasi dan pernberdayaun 
masyarakat terkait penyediaan sistern, dart pcngembangan SOM 
dan kelembagaan pengelolaan air limbah dorncstik; 

t. melaksanakan fasmi.asi penyediaan sare.na pengangkwran lumput 
cinja dan penyediaan jasa penycdotan lurnpur tinja 

u. melaksanakan fa~ilitasi pembangunan/ pcnyediaan dan 
rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana iPl- T; 

v . rnelaksanakan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ pemngkatan 
/perluasnn sarana den prasnrana IPLT~ 

w. rnenyiapkan bahan dun menyusun konsep Standar Opcrasional 
Prosedur (SOP) kegiat.an sub koordirtator Penyeharau Lingkungan 
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik: 

x. melaksanakan pernanrauan dan evatuasi peraksanaan kegiaian 
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5. Bidang Tata Ruang 
5.1 Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Tata Ruang rnernpunyai 

tugas : 
a. rnenyusun rencana dan program kegiaran sub koordinator Survcv 

dan percncartaan Tata Ruang berdasarkan peraruran perundang 
undaogan dan hasil evaluasi kegiatan cehun sebelumnya scbagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pirnpinau rnelalui pengkajian 
permasatahan dan pcraturun perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas oerjalan cfeklif dan eftsien: 

c. rnelaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mstansi terkait 
balk vcrfikal maupun horizontal untuk mendapatkan mformasr. 
maaukart, serta dala.m rangka sinkronisa.si dan harrnonisasi 
pclak~anaan tugas: 

d. rnenelaah dan mengkaji pcraruran perundang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedornan untuk 
melaksanakan kegiatan: 

e. menyiapkan bahan penyusunan pet unjuk reknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naakah dinas eesuai lingkup rugasnva guna 
mcndukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. rnenyusun konsep rencana detail tata ruang duerah eerta rencana 
tata ruang kawasan strategis Daerah aebagai dasar penyusunan 
peraturan zonasi; 

g. melakukan pcngkajrnn dan evaluasi terhadap rencana demi\ tau, 
ruang daer-ah serta rencana tata ruang kawasan srrarcgi« Daerab 
sesuai dengan ketentuan yang bcrla.ku; 

h. rnemfaailitaei pelaksanaan penclitian yang berkaiian dengan 
pemanfaatan ruang: 

1. melaksanakan inveutarisasi dan pendataao pcrmasalahan 
kegiatan di bidang pcrencanaan detail tata ruang sebagai bahan 
penenru kebijekan pengembangan tata ruang: 

.I· ruclakaanakan fasilitasi Pelaksanaan t>ersetujuan Subseansr, 
E-valuasi, Konaultaai Evahaaai dan Penetapan RTRW dar RRTR 
Dae rah: 
mclaksanakan fasifitasi Penctapan Kebijakan dalarn rangka 
Pelaksanaan Penataan Ruang; 

sub koordinator Penyehatan l.ingkungan dengan cara mcngukur 
pcncapaian program kerja yang telah disusun umuk bahan 
laporan dan kebiiakan tindak lanj ur: 

y. menyusun Iaporan pelaksanaan kegiatan kcpada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan iransparansi pclaksanaan 
kegiatan; 

z. menyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada pirnpinan baik 
lisan maupun rertulis berdasarkan kajian agar kegiaran berjalan 
lancar scrta uruuk mcnghindari penyirnpangan; dan 

aa. melaksanakan tugas kedinaaau Iain dari pimpinan sesu .. -1i dcngan 
rugas dan rungsi unit kerjanya. 



5.2 Sub Koordinator Pengc.ndalian clan pcrnanfaatan Ruang rnempunvai 
tugas : 
a. rnenyusun rencana dan program kegiaran sub koordinawr 

Pengendalian dan Pemanfeamn Ruang berdasarkan peraiuran 
perundang-undanga.n dan basil evaluasi kegiatan iahun 
sebelurnnya sebagai pcdornan pclaksanaan tugas; 

b, menjabarkan perintah prmpinart melalui pengkajian 
pcrmasatahan dan peratunm perundang·undang11n agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dsn efisien: 

c. melaksanakan koordinasi dan konsuttasr dengan insransi ierkau 
baik vertikal maupun nortzonral untuk mcndepatkan inforrnasi. 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan narrnonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan pcrundang· undangen sesuen 
lingkup cugaenya sebagai bahan aeau pcdomau uruuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. rnenyiapkan bahan penyusunan pcttmjuk rekrua, perunjuk 
petaksanaan. dan naskan dinas scsuai lingkup tugasnya gunu 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan: 

f. melaksanakan [nvcruarisasi dan idcntifikaai data perruasalahan 
yang berkaitan dcngan pengendafian pemanfaatan ruang: 

g. rnelaksanakan dan meneliti laporan dari masyarakut ieruang 
terjadinya pcnyalahgunaan peruntukan tata ruaug serte 
rnenyiapkan tindak lanjut.nya sebagai bahan pertlmbangan 
arasan; 

I. melaksanakan Sosialisasi Kebijakan nan Peraturan Pc-r-urtdang 
undangan Bidang Penataan Ruang: 

m. rnelaksanakan koordinaai dan Sinkronlsas1 Penyusunan RTRW 
dan RRTR Daerah; 

n. melaksanakan kegiatan peningkatan Peran Masyarakat dalarn 
Penataan Ruang 

o. menyiapkan bahan dan rnenyusun kouscp Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Survey dan Perencanaan 
Tata Ruang untuk peningkatan kualltas pelayanan publik; 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi petaksanaan kegiarnn 
sub koordinator Survey dan Perencanaan Tata Ruang dengan cara 
mengukur pencapa.ian program kerja yang telah disusun unruk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

q. rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pirnpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kcgiatan; 

r. menyarnpaikan saran dan perumbangan kepada pirnpinan baik 
lisan maupun tcrtcuis berdasarkan ksjian agar kcgiatan oeria Ian 
lancar scrta untuk menghmdari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kcrjanyo. 
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5.3 Sub Koordinai or Pertanahan rnempunyai rugas : 
a. rnenyusun rencana dan program kcgie tan sub koordinamr 

Pertanahan berdasarkan peraiuran pcrunc!ang· undangan dan 
basil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pel~ksanaan Lug.as; 

b. menjabarkaJl perintah pimpinan melalui pcngkajian 

h. menyiapkan bahan penyuluhan/sostali:;.asi aturan tata ruang dan 
menyusun kerangka kerja dalarn rangka birn bingan teknis tata 
rueng; 

1. menyiapkan pedoman pcriztnan yang berkauan dengan rata ruang 
berdasarkan rencana rinci tata ruang uutuk seriap zcna 
pemanfaatan ruang sebagai pedoman pengendalian pemanlaatan 
ruang; 

j. menyiapkan bahan rekornendasi kcscsustan ww ruang 
berdasarkan peraturan peru11dang-undanga11; 

k, menyiapkan bahan rekornendasi pembatalan/ pencabutan 1zin 
pemanfaatan ruang sesuai peraturan peru11dang~undang.an: 

l. rnelaksanakan pengkajian bcsaran gan ti kcrugian yang 
ditimbulkan .akibat pembatalan izin pcmanfaatan ruang sesuai 
pcraturan perundang- undangan: 

m. merumuskan je~is prosedur pemberian inscntil' de.in/ atau 
diamsontif sert.a pengenaan sanksi scbagai undakan pencruban 
terhadap pcmanfaatan ruang sesuai peraiuran perundang 
undangan; 

n. melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 
uruuk tnvestasi dan Pembangunan Daerah; 

o. mengetola sistem I nformasi Penaraan Ruang bcrdasarkan 
peraturan perundang-undangan; 

p. rnelaksanakan kocrdinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan 
Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang: 

q. rnelaksanakan Iasilirasi operasionalisasi Tugas dan Fungsi 
Penyldik Pcgawai Negcri S1p1l (PPNS) Bidang penetaan Ruang; 

r. mcnyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOPj kcgiatan sub koordinator Pengendnlian dan 
Pemanfaatan Ruang untuk peningkatan kualiias pdayanan 
publik: 

s. rnelaksanakan pcmantauan dan evaluasi pelaks.:lf'laan kcgiatan 
sub kocrdinator Pengcndalian dan Pernanfaatan Ruang dengan 
cera mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun 
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

l. menyusun laporan pelaksanaan kegiaran kepada pimpinun 
sebagai wujud akuntabilitas dan iransparansi peluksanaan 
kegiatan; 

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan bcrjalan 
lancar seres. untuk rnenghindari penyimpangan; clan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pirnpinan sesuai dengan 
tuga s dan fungei unit kerjanya. 
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permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
petaksanaan tugas berjalan efekrif dan efisien; 

c, melaksanakan koordinasi don konsultasi dengan mste.nsr terkait 
baik vcrtikal maupun horizontal unruk mendapatkan mforrnasi, 
rnasukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. rnenelaah dan rnengkaji peraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedornan untttk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan banan penyusunan pcnjnjuk tcknis, petemjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai ungkup tugasnya guna 
rnendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan: 

r. melaksanakan proses tukar rnenukar tanah dan pengadaan tanah 
yang akan dipcrgurrakau oleh pernerintah Dacrah sesuai deogan 
pcraturao perundang-undangan; 

g. melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pertanahan yaDg ado d1 
Daereb dalam rangka pcla.ksanaan kcgiatan di bidang pertanahan 
sesuel kewenangan Daerah; 

h. melaksa.nakan pengurusan pensertifikatan tanah milik Daerah 
sesuai dengan peraturan perundang- undangan: 

i. rnelaksanakan administrasi di bidang pertanahsn serta 
mcnginvcntarisir, rnenganahaa, dan rncnyuaun rekornendasi 
penyetesaian perrnasalahan di bidang pertanahan seeuui dengan 
per .. uuran perundang- undangan: 

J, melakaanakan bimbingan teknis dan penyuluhan pcrte nahan 
berdasarkan peraturan di bidang tata ruang; 

k. menfasilitasi penyelesaian permalahan pertanahan vang 
diakibatkan adanya konOik pemanfaatan ruang: 

l. metaksana kan koordlnasi dan Slnkrcrusesi Penyelesaran Tanah 
Kosong di datam l (satu) Daerah Kabupatcn; 

m. melaksanakan tnvcruerlsas! dan Pemanfaatan Tanah Kosong; 
n. melaksanakan koordinasi dan Sinkronis.asi Pernberian lzin 

Mernbuka ianah dan Perencanaan Penggunaan 'Tanah; 
o. melaksanakan koordinasi Pernetaan Zooa Nilai Tanah 

Kcwcnangan Kabupaten; 
p, me laksanakan koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah KabupaLcn; 
q. menyiapkan behan dan rnenyusun konsep Standar Operastonal 

Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Penanahan untuk 
pentngkatan kualitas pelayanan publik; 

r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
sub koordinaror Pertanahan dengan cara mengukur pc-ncapasan 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut: 

s. menyusuu laporan pclaksanaan kegiatan kepada pirnpinan 
scbagal wujud akuntabilitas clan tran:;pa!'anst pelaksanuan 
l<egintan; 

t. rnenyamp..'\ikan saran dan pcnimbangan kepada phnpinA.n b.aik 
Hsan maupun tertuHs berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
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lancar scrta unruk mcnghindari penyimpaogan; dan 
\1, rnctaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan scsuai de ngan 

rugas dan tungst unit kerjanya. 
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